
BUPATI KONAWE SELATAN

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR: [OL TAHUN 2023

TENTANG

POLA TATA KELOLA PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

UPTD PUSAT KESEHATAN IVIT{SYAII-AIi{T ATARI JAYA

KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 38 ayat (21

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan L,ayanan Umum Daerah, Pola

Tata Kelola Penerapan Badan Layanan Umum

Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pola

Tata Kelola Penerapan Badan Layanan Umum

Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Atari Jaya

Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di

Provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4267);

I
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

42861;

3. Undang-Undang No 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

44OOl;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tenlang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018

tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan l,ayanan Umum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1213);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019

tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun

2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

133s);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2O2O tentaxg Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 679);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2021 tentang Penerapan Standar Pelayalan

Minimal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG

POLA TATA KELOLA PENERAPAN BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

ATARI JAYA KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara

Pemerintah Daera,h yang memimpin pelaksana urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
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3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe

Selatan.

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Konawe Selatan

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe

Selatan.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keseahatan Kabupaten Konawe

Selatan.

8. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat

Kabupaten Konawe Selatan.

9. Pusat Kesehatan Masyaralat selanjutnya disingkat Puskesmas

adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan

Tingkat Pertama, dengan lebih mengutama-kan Upaya Promotif dan

Preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang

setinggi-tingginya di wilayah ke{anya.

10. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah

Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan

yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

11. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan / barang

BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari

ketentuan yang berlaku umum.

12. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan

yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif,

kuratif dan rehabilitatif.

13. Upaya Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM

adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan

kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah

kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

14. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP

adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan

Kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan (Promotif),
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Pencegahan (preventif), Penyembuhan Penyakit (kuratif) dan

memulihkan kesehatan perseorzrngan (rehabilitatif).

15. Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Selanjutnya disebut

BLUD Puskesmas adalah Puskesmas Kabupaten Konawe Selatan

di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Seiatan

yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

16. Peraturan Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas adalah Peraturan

yang mengatur tentang hubungan antara Pemerintah Daerah

Kabupaten Konawe Selatan sebagai pemilik, Dinas Kesehatan

Kabupaten Konawe Selatan sebagai Pembina teknis dengan

pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD di Puskesmas yang

menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.

17. Pembina Teknis adalah Pembina yang melakukan pembinaan

secara teknis kepada BLUD Puskesmas.

18. Pembina Teknis BLUD Fuskesmas adalah Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Konawe Selatan.

19. Pembina Keuangan adalah Pembina yang melakukan pembinaan

keuangan kepada BLUD Puskesmas.

20. Pembina Keuangan BLUD Puskesmas adalah Kepala Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

21. Dewan Pengawas adalah pengawas yang melakukan pengawasan

operasional dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan

Pemimpin BLUD Puskesmas dengan keanggotaan yang memenuhi

persyaratan dan peraturan yang berlaku.

22. J abatan Struktural adalah Jabatan yang secara nyata dan tegas

diatur dalam lini organisasi.

23. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas

tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipii

dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya

didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta

bersifat mandiri.

24. Pejabat Pengelola Badan Keuangan Daerah adalah Pejabat

Pengelolaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
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25. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat

BI(AD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Konawe Selatan.

26. Pimpinan BLUD Puskesmas adalah Kepala Badan la.yanan Umum

Daerah Puskesmas Kabupaten Konawe Selatan.

27. Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas adalah Pimpinan BLUD yang

bertanggung Jawab terhadap kinerja Operasional BLUD

Puskesmas yang terdiri atas Pimpinan (Pemimpin BLUD

Puskesmas), Pejabat Keuangan (Kepala SubBag Tata Usaha), dan

Pejabat Teknis (Koordinator Pengelola Program UKM dan

Koordinator Pengelolah Program UKP Puskesmas) yang diangkat

melalui Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan.

28. Pendapatan adalah semua penerimaar dalam bentuk kas dan

tagthan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode

angga"ran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

29. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali

oleh BLUD.

30. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana

Iancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan

operasional BLUD.

31. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat

ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam

rangka pelayanan kepada masyarakat.

32. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saaat transaksi dan peristiwa

itu ter1'adi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima

atau dibayar.

33. Rekening kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang

BLUD yang dibuka oleh Pemimpin BLUD pada Bank umum untuk

menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran

pengeluaran BLUD.

34. Laporan Keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan

yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas

akuntansi sehingga tersqii sebagai satu entitas pelaporan.



-7

35. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat

RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran

tahunan yang berisi program, kegiatan, target kineq'a dan

anggaran BLUD.

36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat

DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya,

proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa

yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan

anggar€rn oleh BLUD.

37. Rencana Strategis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra BLUD

adalah Dokumen lima tahunan yzrng memuat Visi, Misi Program

Strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan

operasional BLUD.

38. Standar Pelayanan Minimal adalah spesilikasi teknis tentang tolak

ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada

masyarakat.

39. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi

organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik

da-lam rangka pemberian layanan yang bermutu dan

berkesinambungan.

40. Satuan pengawasan internal adalah perangkat BLUD yang

bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam

rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja

pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya

(social respon sibilitgl dalam penyelenggaraan bisnis sehat.

41. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas

adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap

pengelolaan BLUD.

42. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang

diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa

layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil keqla BLUD

dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

43. Nilai aset adalah jumlah akiva yang tercantum dalam neraca

BLUD pada alhir satu tahun buku tertentu dan merupakan

bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
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44. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan

oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wqjar.

45. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam

komponen, gaji, tunjangan, insentif, bonus, pesangon dan

pensiun.

a6. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap

bulan.

47. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat

tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan.

48. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan

pendapatan dil uar gaji.

49. Bonus atau prestasi adalah imbalan ke{a berupa uang yang

bersifat tambahan pendapatal diluar gaji, tunjangan tetap dan

insentif, atas prestasi ke{a yang dapat diberikan 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) tahun anggaran BLUD yang memenuhi syarat

tertentu.

50. Pesangon adalah imbalan keda berupa uang santunan purna
jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.

51. Pensiunan adalah imbalan kerja berupa uang yang diberikan saat

purna tugas

52. Tokoh masyarakat adalah mereka yang karena prestasi dan

perilakuknya dapat dijadikan contoh/ tauladan bagi masyarakat.

53. Staf Medis adalah Dokter dan Dokter Gigi yang bekeq'a puma

waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan BLUD Puskesmas.

54. Profesi Kesehatan adalah mereka yang dalam tugasnya teiah

mendapat Pendidikan formal Kesehatan dan melaksanakan fungsi

melayani masyarakat dengan usala pelayanan Kesehatan.

55. Tenaga adminstrasi adalah orang atau sekelompok orang bertugas

melaksanakan adminstrasi perkantoran guna menunjang

pelaksanaan tugas-tugas pelayanan medis dan non medis dalam

meningkatkan mutu layanan Puskesmas.
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BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Malsud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi Pusat

Kesehatan Masyarakat lingkup pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan, khususnya UPTD Puskesmas Atari Jaya untuk
menyusun Pola Tata Kelola Penerapan Badan Layanan Umum

Daerah.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah tersedianya acuan bagi Pusat

Kesehatan Masyarakat lingkup Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan untuk menyusun persyaratan Administratif Pola

Tata Kelola BLUD.

BAB III

POLA TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Identitas Puskesmas

Pasal 3

(1) Nama UFTD Puskesmas adalah Puskesmas yang akan

melaksanakan layanan BLUD Kabupaten Konawe Selatan

(2) UPTD Puskesmas Atari Jaya merupakan Puskesmas lingkup

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang diusulkan menjadi

BLUD.

Bagian Kedua

Falsafah, Visi, Misi Tujuan Strategis dan Nilai-Nilai Dasar

Pasal 4

(l) Falsafah BLUD UPTD Puskesmas Atari Jaya adalah memberikan

pelayanan Kesehatan dalam fungsi Upaya Kesehatan Masyarakat

(UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dengan orientasi

pada perbaikan dan peningkatan mutu layanan secara

berkesinambungan dan terus menerus yang diabdikan bagt

peningkatan derajat Kesehatan masyarakat.
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(2) Visi BLUD Puskesmas adalah " MASYARAKAT KECAMATAN

LALEMBUU SEHAT DAN MANDIRI BERSAMA PUSKESMAS ATARI

JAYA2024 ".

(3) Misi BLUD UPTD Puskesmas Atari Jaya adalah :

a. Mengembangkan sumber daya layanan yang memadai.

Pembenahan fasilitas-fasilitas pelayanan Kesehatan yang ada,

baik dari segi sumber daya manusia, peralatan, sara dan

prasar€rn€rnya, maupun dari segl manajemennya perlu

digalakkan. Akreditasi Puskesmas harus dilakukan secara

serius, terencana, dan dalam tempo yang tidak terlalu lama.

b. Menerangkan sistem manajemen mutu secara konsisten dan

berkesinambungan.

Melaksanakan penilaian mutu pelayanan secara terus menerus

dan berkesinambungan.

c. Membangun kerja sama lintas program / sektor yang harmonis.

Proaltif melakukan pendekatal keluarga, dan semua lapisan

masyarakat menjadikan masalah Kesehatan menjadi tanggung

jawab bersama.

d. Meningkatkan kesadaran dan kemandirian hidup sehat bagi

individu, keluarga, dan masyarakat.

Meningkatan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat

bagi setiap masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Atari Jaya

agar peningkatan der4jat Kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya dapat terwuj ud.

e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berwawasan

pembangunan kesehatan.

(4) Tujuan Strategis:

a. Melaksanakan pelayanan Kesehata.n yang berorientasi pada

kepuasan konsumen serta mengacu pada Standar Operasional

Pelayanan (SOP).

b. Pengembangan dan meningkatkan profesionalisme SDM dalam

mendukung program unggulan BLUD UPTD Puskesmas.

c. Pengembangan fasilitas Kesehatan.
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d. Evaluasi pengawasan, pengendalian sistem pelayanan secara

periodik guna perbaikan manajemen pelayanan Puskesmas.

e. Perluasan akses layanan Kesehatan dengan adanya dukungan
pemberian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan

Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) dan l"ayanan out of pocket bagtr

segmen pasien Non BPJS.

(5) Nilai nilai dasar yang dianut Puskesmas dituangkan dalam Tata

Nilai "TIME" yaitu;

- Tim Work : Selalu Menjaga Kerjasama

- Integritas : Memberikan Pelayanan Dengan Penuh

Dedikasi

- Managemen : Memberikan Pelayanan Yang

Berkualitas

- Efektif Dan Efisien : Memberikan Pelayanan Yang Tepat Dan

Cermat Serta Berdaya Guna

(6) Pola Tata Kelola BLUD UPID Puskesmas Atari Jaya terdapat dalam

lampiran Peraturan Bupati Konawe Selatan

Bagian Ketiga

Kedudukan Orgalisasi dan Pemerintah Daerah

Pasal 5

BLUD UPTD Puskesmas merupakan BLUD milik Pemerintah Daerah

yang berkedudukan dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe

Selatan.

Pasal 6

(l) Selaku pemilik BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud

pada Pasal 5, Pemerintah Daerah Bertanggung Jawab terhadap

kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan BLUD UPTD

Puskesmas sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan mempunyai

kewenangan meliputi:

a. Menetapkan Peraturan tentang Tata Kelola dan Standar

Pelayanan Minimal beserta perubahannya;
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b. Membentuk dan Menetapkan pejabat pengelola dan Dewan

Pengawas;

c. Memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan pengawas sesuai

ketentuan peraturan Perundang-undangan;

d. Menelaah Rencana Bisnis Anggaran (RBA); dan

e. Memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan

dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

(3) Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikal anggaran dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kegiatan BLUD

UPTD Puskesmas.

Bagian Keempat

Tujuan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 7

(1) BLUD UPTD Puskesmas bertujuan untuk memberikan layanan

umum secara lebih efektif, efisian, ekonomi, transparan dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat,

untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang

pengelolaannya di lakukan berdasarkan kewenangan yang

didelegasikan oleh Bupati.

(2) Tugas BLUD UPID Puskesmas adalah melaksanakan kebijakan

Kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan Kesehatan

di\Milayah ke{a BLUD UPTD Puskesmas dalam rangka mendukung

terwujudnya kecamatan sehat.

(3) Dalam menyelenggarakan tugasnya BLUD UPTD Puskesmas

Mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah

Kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang

diperlukan;

b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebiakan Kesehatan;

c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan

pemberdayaan masyarakat dalam bidang Kesehatan;

d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan

menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat
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perkembanagan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor

lain terkait;

e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan

dan upaya Kesehatan bebrbasis masyarakat;

f. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia

Puskesmas;

g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan

Kesehatan;

h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap

akses mutu dan cakupan Pelayanan Kesehatan;

i. Memberikan rekomendasi terkait masalah Kesehatan

masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan

dini dan respon penanggulangan penyakit.

j. Menyelenggarakan pelayanar kesehatan dasar secara

komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;

k. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan

upaya promotif dan preventif;

l. Menyelenggarakan pelayanaan kesehatan yang berorientasi pada

individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;

m. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan

keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;

n. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip

koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi;

o. Melaksanakan rekam medis;

p. Melaksanakan Pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap

mutu dan akses pelayanan kesehatan;

q. Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan;

r. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaaan fasilitas

pelayanan kesehatan tingkat pertama diluar wilayah keq'anya;

s. Melalsanakan penapisan rujukan sesuai dengarl indikasi medis

dan sistem rujukan.



-14-

Bagran Kelima

Pembina dan Pegawas Badan l,ayanan Umum Daerah

Puskesmas

Pasa] 8

Pembina dan Pengawas BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari

a. Pembina teknis dan pembina keuangan;

b. Satuan Pengawas Internal; dan

c. Dewan pengawas.

Paragraf 1

Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 9

(1) Dalam rangka pembinaan teknis, Kepala Dinas Kesehatan

melalukan pembinaan terhadap BLUD UPID Puskesmas

(2) Dalam rangka pembinaan keuangan, Kepala BKAD melakukan
pembinaan terhadap BLUD UFrID Puskesmas.

Paragraf 2

Satuan Pengawas Internal

Pasal 10

(1) Satuan Pengawas Internal adalah kelompok jabatan fungsional yang

bertugas melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap

pengelolaan sumber daya BLUD UPID Puskesmas.

(2) Pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya

BLUD UPID Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah untuk mengawasi apakah kebijakan pimpinan telah

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh bawahannya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

mencapai tujuan organisasi.

(3) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Pemimpin BLUD UPID Puskesmas.

(4) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan dengan

keputusan Pemimpin BLUD UPID Puskesmas.
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Paragraf 3

Pembentukan Dewan Pengawasan

Pasal 11

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3 dapat

dibentuk oleh Bupati apabila BLUD memenuhi syarat minimum

Nilai Omset dan Nilai Aset.

(2) Salah seorang dialtara Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

(3) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk BLUD yang

memiliki:

a. Realisasi Nilai Omset tahunan menurut laporan realisasi

€rnggaran tahun terakhir sebesar, Rp 30.000.000.000,00 (tiga

puluh miliar rupiah); atau

b. Nilai Aset menurut Neraca tahun terakhir sebesar

Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai

dengan Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling baayak 5 (lima) orang

untuk BLUD yang memiliki :

a. Realisasi nilai Omset Tahunan menurut laporan realisasi

anggaran tahun terakhir lebih besar dari Rp 60.000.000.000,00

(enam puluh miliar rupiah); atau

b. Nilai Aset menurut Neraca tahun terakhir, lebih besar dari

Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Paragraf 4

T\rgas dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 12

(1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh

Pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang-undangan.

(21 Dewan pengawas berkewajiban:

a. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah

mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat pengelola;
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b. Mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan

pendapat serta saran kepada Kepala Daerah mengenai setiap

masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;

c. Melaporkan kepada Kepala Daerah tentang kineq'a BLUD;

d. Memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam

melaksanakan pengelolaan BLU D ;

e. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan

maupun non keuangan, serta memberikan saran dan

catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat

pengelola BLUD; dan

f. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kine4'a.

(3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Daerah

secara berkala paling sedikit I (satu) kali dalam satu tahun dan

sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragral 5

Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 13

(1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 11

ayat (5) terdiri atas unsur:
a. 1 (satu) orang pejabat OPD yang membidangi BLUD;

b. 1 (satu) orang pejabat OPD yang membidangi pengelolaan

keuangan daerah; dan

c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 11

ayat (6) terdiri atas unsur:
a. 2 (dua) orang pejabat OPD yang membidangi BLUD;

b. 2 (dua) orang pejabat OPD yang membidangi pengelolaan

keuangan daerah; dan

c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

(3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat

(2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan

tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
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(4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas

pada 3 (tiga) BLUD.

(5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat

Pengelola diangkat.

(6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan

harus memenuhi syarat:

a. Sehat jasmani dan rohani;

b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman,

jujur, prilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk
memajukan dan mengembangkan blud;

c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;

d. Memiliki pengetahuan yang memadai tugas darr fungsi BLUD;

e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan

tugasnya;

f. Benjazah paling rendah s-1 (strata satu);

g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur

sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan ayaf (21;

h. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau

Komisaris yalg dinyatakan bersalah menyebabkan badan

usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

i. Tidak sedarg menjalani sanksi pidana; dan

j. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati

atau calon wakil Bupati, dan/ atau calon anggota legislatif.

Paragraf 6

Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 14

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun,

dapat diangkat Kembali untuk I (satu) kali masa jabatan

berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh

tahun)

(2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia

paling tinggi 6O (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur

tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa

jabatan berikutnya.



(3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:

a. Meninggal dunia,

b. Masa jabatan berakhir: atau

c. Diberhentikan sewaktu-waktu.

(4) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sewaktu waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, apabila:

a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;

d. Dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. Mengundurkan diri; dal
f. Terlibat dalam tindalan kecurangan yang mengakibatkan

kerugian pada BLUD, Negara, dan/atau Daerah.

Paragraf 7

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 15

(1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk

mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagimana dimaksud pada ayat (1)

bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

(3) Sekretaris Dewan Pengawas dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan atau diambil

dari unsur non Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan

Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan

dimuat dalam RAB.

-18-
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Bagran Keenam

Struktur Organisasi dan Pejabat Pengelola

Paragraf 1

Struktur Organisasi

Pasal 17

Struktur organisasi BLUD UPTD Puskesmas ditetapkan berdasarkan

kompetensi dan kebutuhan Praktik Bisnis Yang Sehat.

Paragraf 2

Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal 18

(l) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas adalah Pimpinan BLUD

Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional

BLUD Puskesmas, terdiri atas:

a. Pemimpin BLUD Puskesmas;

b. Pejabat keuangan; dan

c. Pejabat teknis.

(2) Sebutan Pemimpin, Pejabat keuangan, dan Pejabat teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan

nomenklatur yang berlaku di BLUD.

Pasal 19

Pemimpin BLUD Puskesmas bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 20

Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD Puskesmas bertanggung

jawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas sesuai bidang tanggung

jawab masing-masing.

Pasal 2 I

(1) Komposisi Pejabat pengelola BLUD Puskesmas dapat dilakukan

perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis

organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.

(2) Perubahan komposisi Pejabat pengelola BLUD Puskesmas

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh Bupati.
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Paragraf 3

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasc-l22

(1) Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas merupakan

Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang.

(2) Datam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Pejabat keuangan ditunjuk

sebagai Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang.

Paragraf 4

Persyaratan menjadi Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis

Badan Layanan Umum Daerah Fuskesmas

Pasal 24

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin BLUD Puskesmas

adalah:

a. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan

usaha guna kemandirian keuangan;

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi

pemegang keuangan perusa-haan yang dinyatakan pailit;

(1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola

BLUD Puskesmas ditetapkan berdasarkan kompetensi dan

kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku

yang diperlukan dalam tugas jabatan.

(3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan iabatan, kualitas

dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.

(4) Pejabat pengelola BLUD Puskesmas diangkat dan diberhentikan

dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23
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c. berstatus ASN dan Non ASN sesuai ketentuan Perundang-undangan

yang berlaku; dan

d. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk
menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di BLUD

Puskesmas.

Pasal 25

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Keuangan BLUD

Puskesmas adalah sebagai berikut :

a. Memenuhi kriteria keahlian sebagai pengelola keuangan, integritas,

kepemimpinan dan pengalaman di bidang keuangan dan/atau

aluntansi;

b. Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan

usaha guna kemandirian keuangan;

c. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi

pemegarlg keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit;

d. Berstatus PNS sesuai ketentuan Perundang-undangan yang

berlaku; dan

e. Bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk
menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di BLUD

Puskesmas.

Pasal 26

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis BLUD Puskesmas

adalah:

a. Seorang dokter/dokter gigi, Sa{ana Kesehatan Masyarakat, Sarjana

Keperawatan, tenaga kesehatan lain minimal Diploma tiga yang

memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan

pengalaman di bidang pelayanan Kesehatan;

b. Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan

pelayanan yang profesional ;

c. Mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan BLUD

Fuskesmas;
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d. Berstatus ASN dan non ASN sesuai ketentuan Perundang-undangan

yang berlaku; dan

e. Bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk
meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di BLUD

Puskesmas.

Paragraf 5

Larangan Merangkap Jabatan

Pasd27

Pejabat pengelola BLUD Puskesmas dilarang merangkap jabatan dalam

Struktur Organisasi BLUD Puskesmas guna optimalisasi pelayanan.

Paragraf 6

Pemberhentian Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis Badan

Layanan Umum Daerah Puskesmas

Pasal 28

Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis BLUD Puskesmas dapat

diberhentikan karena :

a. Meninggal dunia;

b. Berhalangan seca-ra tetap selama 3 (tiga) bulal berturut-turut;

c. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;

d. Melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah

digariskan;

e. Mengundurkan diri karena alasan yang patut; dan

f. Terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang memiliki

kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan peradilan karena

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidara

yarlg ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
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Paragraf 7

T\rgas, fungsi, wewenang dan Tanggung Jawab Pemimpin Badan

Layanan Umum Daerah Puskesmas

Pasal 29

Tugas Pemimpin BLUD Puskesmas adalah:

a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan,

dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih

efi sien dan produktivitas;

b. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban

lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;

c. Menyusun Renstra;

d. Menyiapkan RBA;

e. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada

Bupati sesuai dengan ketentuan;

f. Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain

pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan Perundang-

undangal;

g. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan

oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas

pengawasan intemal, serta menyampaikan dan

mempertanggungjawabkan kineda operasional serta keuangan

BLUD kepada Bupati; dan

h. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan

kewenangannya.

Pasal 30

Fungsi Pemimpin BLUD Puskesmas adalah:

a. Sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan; dan

b. Bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna

Barang Puskesmas.

Pasal 31

Wewenang Pemimpin BLUD Puskesmas adalah :

a. Menetapkan kebijakan operasional BLUD Puskesmas;

b. Menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur

tetap BLUD Puskesmas;
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c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BLUD Puskesmas sesuai

peraturan Perundang-undangan;

d. menetapkan haf-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban

pegawai BLUD Puskesmas sesuai ketentuan peraturan Perundang-

undangan;

e. Memberikal penghargaan pegawai, kar5rawan dan profesional yang

berprestasi tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak

melebihi ketentuan yang berlaku;

f. Memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan

ketentuan peraturan Perundang-undangan;

g. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian

Tata Usaha dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Fungsional

Puskesmas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;

h. Meminta pendapat ahli, profesional konsultan atau lembaga

independen manakala diperlukan;

i. Menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung

dengan uraian tugas masing-masing;

j. Menandatangani pedanjian dengan pihak lain untuk jenis

pe{anjian yang bersifat teknis opersional pelayanan;

k. Mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di bawahnya;

dan

l. Meminta pertanggungiawaban pelaksanaan tugas dari Kepala Sub

Bagian Tata Usaha BLUD Puskesmas dan Kepa1a Unit Pelaksana

Teknis Fungsional Puskesmas.

Pasal 32

Tanggung jawab Pemimpin Badan l,ayanan Umum Daerah Puskesmas

menyangkut hal-hai sebagai berikut:

a. Kesesuaian kebiiakan BLUD Puskesmas;

b. Kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan BLUD Puskesmas;

c. Kesesuaian program kerja, pengendalian, pengawasan dan

pelaksanaan serta laporan kegiatannya; dan

d. Meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan

kesehatan.
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Paragraf 8

Tugas dan fungsi Pejabat Keuangan Badan L"ayanan Umum Daerah

Puskesmas

Pasal 33

Tlrgas Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas adalah :

a. Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;

b. Mengoordinasikan penyusunan RBA;

c. Menyiapkan DPA;

d. Melakukal pengelolaan pendapatan dan belanja;

e. Menyelenggarakan pengelolaan kas;

f. Melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;

g. Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada

dibawah penguasaannya;

h. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;

i. Menyelen akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;

dan

j. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan/atau
pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 34

Fungsi Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas adalah :

a. Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi

sebagai penanggung jawab keuangan; dan

b. Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh

bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

c. Pejabat Keuangan, bendahara penerimaan, dan Bendahara

pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 9

Tugas dan fungsi Pejabat Teknis Badan Layanan Umum Daerah

Puskesmas

Pasal 35

Tugas Pejabat Teknis BLUD Puskesmas :

a. Menyusun perencaiaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan

di bidangnya;
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b. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai

dengan RBA;

c. Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan

pelayanan dibidangnya; dan

d. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau
pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 36

Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai

penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di

bidangnya yang berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi,
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber

daya lainnya.

Bagian Ketujuh

Struktur Organisasi

Paragraf 1

Fungsi Organisasi Puskesmas

Pasal 37

(1) Fungsi Organisasi Puskesmas terdiri dari fungsi pelayanan

kesehatan dan fungsi penyelenggaraan administrasi.

(2) Fungsi Pelayanan Kesehatan meliputi Upaya Kesehatan Masyarakat

dan Upaya Kesehatan Perorangan, Farmasi, dan la.boratorium.

(3) Pungsi penyelenggaraan administrasi meliputi keuangan, umum

dan kepegawaian, dan perencanaan.

Pasal 38

(1) Guna memungkinkan penyelenggaraan kegiatan pelayanan,

pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pelayanan

kesehatan dibentuk Koordinator Pengelola Program UKM dan

Koordinator Pengelola Program UKP BLUD Puskesmas sebagai

penanggung jawab dan pengelola pelayanan yang merupakan

kelompok pengelola pelayanan non struktural.



(2) Koordinator Pengelola Program UKM dan Koordinator pengelola

Program UKP BLUD Puskesmas sebagai penanggung jawab dan
pengelola pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berkedudukan di dalam struktur organisasi BLUD puskesmas.

(3) Pembentukan Koordinator Pengelola Program UKM dan

Koordinator Pengelola Program UKP BLUD Puskesmas sebagai

penanggung jawab dan pengelola pelayanan ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Daerah.

(4\ Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan wajib

berkoordinasi antara Koordinator Pengelola Program UKM dan

Koordinator Pengelola Program UKP BLUD Puskesmas sebagai

penanggung jawab dan pengelola pelayanan.

(5) Koordinator Pengelola Program UKM da,n Koordinator Pengelola

Program UKP BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya

dibantu oleh tenaga fungsional dan atau tenaga non fungsional.

Pasal 39

(1) Pembentukan dan perubahan Koordinator Pengelo1a Program UKM

dan Koordinator Pengelola Program UKP BLUD Puskesmas

didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.

(21 Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Koordinator

Pengelola Program UKM dan Koordinator Pengelola Program UKP

BLUD Puskesmas dilaporkan kepada Bupati.

Pasai 40

Koordinator Pengelola Program UKM dan Koordinator Pengelola

Program UKP BLUD Puskesmas mempunyai tugas dan kewajiban

merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta

melaporkan kegiatan pelayanannya masing-masing.

Pxagral 2

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional

sesuai bidang keahliannya.
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(21 Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban keq'a yang ada.

(3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai

dengan jabataa fungsional masing-masing.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan

Perundang-undangan.

Paragraf 3

Staf Medis Fungsional

Pasal 42

(1) Staf medis fungsional ada-lah kelompok Dokter yang bekerja di

bidang medis dalam jabatan fungsiona-l.

(21 Staf medis fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis,

pengobatan, pencega-han akibat penyakit, peningkatan dan

pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan.

(3) Da-lam melaksanakan tugasnya, staf medis fungsional

menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.

Bagian Kedelapan

Prosedur Kerja

Pasal 43

(1) Hubungan dan mekanisme kerja da,lam struktur organisasi BLUD

Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemimpin BLUD Puskesmas bertanggung jawab secara langsung

atas kinerja operasional pelayanan secara komprehensif dengan

penerapan BLUD;

b. Pejabat keuangan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pejabat

teknis Koordinator Pengelola Program UKM dan Koordinator

Pengelola Program UKP BLUD Puskesmas dalam menjalankan

tugas dan kewajibannya bertanggung jawab secara langsung

kepada pemimpin BLUD Puskesmas;

c. Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya

dibantu oleh penanggung jawab akuntansi, verifikasi dan

pelaporal, penanggung jawab umum dan kepegawaian,

penanggung jawab perencanaan program dan evaluasi, dan

penanggung jawab pengelolaan sarana dan prasarana;
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d. Penanggung jawab akuntansi, verifikasi dan pelaporan dalam

menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh bendahara

pengeluaran, bendahara penerimaan dan pengelola akuntansi,

verifikasi dan pelaporan; dan

e. Dalam hal ada satuan pengawas internal (SPI), SPI

berkedudukan Langsung di bawah pemimpin dan wajib

menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan

Operasional.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur Pimpinan dan

Penanggung jawab satuan organisasi unit kerja di lingkungan BLUD

Puskesmas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi secara vertikal dan

horisontal baik di lingkungannya sefta dalam wadah organisasi secara

komprehensif sesuai tugas masing-masing.

Pasal 45

Setiap unsur Pimpinan dan Penanggung jawab satuan organisasi unit
kerja di lingkungan BLUD Puskesmas wajib mengawasi bawahannya

masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wqiib mengambil

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Setiap unsur Pimpinan dan Penanggung jawab satuan Organisasi unit
ke{a di lingkungan BLUD Puskesmas bertanggungjawab mernimpin

dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 47

Setiap unsur Pimpinan dan Penanggung jawab satuan organisasi unit

kerja di lingkungan BLUD Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi

petunjuk bertanggung jawab kepada atasan serta menyarnpaikan

laporan berkala pada waktunya.
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Pasal 48

Setiap laporan yang diterima dari bawahan oieh setiap unsur Pimpinan

dan Penanggurg jawab satuan organisasi unit keq'a di lingkungan

BLUD Puskesmas, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan

perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 49

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan

lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada Dinas

Kesehatan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur Pimpinan dan

Penanggung jawab satuan organisasi unit keda di lingkungan BLUD

Puskesmas dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan

kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Kesembilan

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 51

Pengelolaan SDM meliputi pengadaan, persyaratan, pengangkatan,

penempatan,batas usia, masa keq'a, hak, kewajiban, termasuk sistem

reutard afld puni.shment, serla pemberhentian (PHK) Pejabat Pengelola

dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan

dengan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 1

T\rjuan pengelolaan

Pasal 52

(1) Sumber daya manusia BLUD Puskesmas dapat berasal dari

Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil.

Pasai 50
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{21 Penerimaan pegawai BLUD Puskesmas adalah seb"gai berikut;

a. Untuk pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

b. Untuk penerimaan pegawai non Pegawai Negeri Sipil dilakukan

sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Penghargaan dan Sanksi

Pasal 53

Untuk mendorong motivasi kerja dan produlrLivitas pegawai, BLUD

Puskesmas menerapkan kebijakan tentang imbal jasa bagi pegawai

yang mempunyai kine{a baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak

memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan.

Pasal 54

(1) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai ketentuan

peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(21 Penghargaan yang diberikan kepada pegawai non Pegawai Negeri

Sipil atas prestasi kerja terhadap kine{a BLUD Puskesmas akan

diberikan berdasarkan sistem remunerasi yang berlaku pada

BLUD Puskesmas.

Pasal 55

(1) Rotasi Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil

dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinefa dan

pengembangan karir.

(21 Rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

a. Penempatan seseorzrng pada pekedaan yang sesuai dengan

Pendidikan dan keterampilannya ;

b. Masa kerja di sub unit tertentu;

c. Pengalaman pada bidang tugas tertentu;

d. Kegunaannya dalam menunjang karir; dan

e. Kondisi fisik dan psikis pegawai.
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Paragraf 3

Pengangkatan pegawai

Pasal 56

(l) Pegawai BLUD Puskesmas dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil

dan/ atau non Pegawai Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan

kebutuhan.

(21 Pegawai BLUD Puskesmas yang berasal dari non Pegawai Negeri

Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan

sesuai ketentuan.

(3) Pengangkatan pegawai BLUD Puskemas yang berasal dari non

Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi,

ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan.

(4) Pengangkatan pegawai BLUD Puskemas yang berasal dari non ASN

akan disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan yang

berlaku.

Paragraf 4

Disiplin pegawai

Pasal 57

(1) Disiplin pegawai dinilai dari ketataan, kepatuhan, keteraturan,

kesetiaan dan ketertiban yang dituangkan dalam :

a. Daftar hadir;

b. l,aporan kegiatal; dan

c. Daftar penilaian pekerjaan pegawai.

(21 Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5

Pemberhentian pegawai

Pasal 58

(1) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur menurut peraturan

tentang pemberhentan Pegawai Negeri Sipil.

(21 Pemberhentian pegawai non Pegawai Negeri Sipil dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut :
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a. pemberhentian atas perrnintaan s€ndiri dilaksanakan apabila

pegawai BLUD Puskesmas non Pegawai Negeri Sipil
mengajukan permohonan pemberhentian sebagai pegawai pada

masa kontrak dan atau tidak memperpanjang masa kontrak;

dan

b. pemberhentian karena mencapai batas usia yang

dipersyaratkan (58 tahun).

c. ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian pegawai non

PNS sebagaimana tercantum pada ayat (2) diatur sesuai

ketentuan yang berlaku.

(3) Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dapat diberikan

apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan yang telah di

tetapkan.

Bagran Kesepuluh

Remunerasi

Pasal 59

Remunerasi diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan tetap, honorarium,

insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/ atau pensiun yang

diberikan kepada dewan pengawas, pejabat pengelola dan pegawai

BLUD Puskesmas yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 60

(1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas

dan pegawai BLUD Puskesmas dapat diberikan remunerasi sesuai

dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme

yang diperlukan.

(21 Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan

imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorium,

insentif, bonus atau prestasi, pesangon danlatau pensiun.

(3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD

Puskesmas ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah

berdasarkan usulan pemimpin BLUD Puskesmas.
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Pasal 6 1

(1) Penetapan remunerasi pemimpin BLUD Puskesmas,

mempertimbangkan falrtor-faktor yang berdasarkan:

a. Ukuran (si"e) dan jumlah aset yang di kelola BLUD

Puskesmas, tingkat pelayanan serta produktivitas;

b. Pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan

sejenis,

c. Kemampuan pendapatan BLUD Puskesmas bersangkutan:

dan

d. Kine{a Operasional BLUD Puskesmas dengan mutu dan

manfaat ba gi masyarakat.

(21 Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan

paling banyak sebesar 9O/o (sembilan puluh persen) dari

remunerasi Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 62

(1) Renumerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan

Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja

berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

(21 Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut :

a. Honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar

4Oo/" (empat puluh persen) dari gaji Pemimpin BLUD

Puskesmas;

b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar

36"/o (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin BLUD

Puskesmas; dan

c. Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar

15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD Puskesmas.

Pasal 63

(1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6O ayat (1), dapat dihitung

berdasarkan indikator penilaian :



a. Pengalaman dan masa ke{a (basic index);

b. Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency

index);

c. Resiko ke{a (risk index};

d. Tingkat kegawatdaruratan (emergency index);

e. Jabatan yang disandang (position index); dan

f. Hasil/ capaian kerja (performance index).

(2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas yang

berstatus Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok darl tunjangan

mengikuti peraturan Perundang-undangan tentang gaji dan

tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta dapat diberikan tambahan

penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Kepala

Daerah.

Pasal 64

Pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas

BLUD Puskesmas yang diberhentikan sementara dari jabatannya

memperoleh remunerasi/honorariun bulan terakhir yang berlaku sejak

tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan

definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

Pasal 65

Bagr pejabat pengelola BLUD Puskesmas berstatus PNS yang

diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), memperoleh remunerasi bulan terakhir di BLUD Puskesmas

sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat

keputusan pangkat terakhir.

Pasal 66

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan

Pengawas termasuk honorarium Anggota dan Sekretaris Dewan

Pengawas dibebankan pada BLUD Puskesmas dan dimuat dalam RBA.

-35-
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Bagian Kesebelas

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 67

(1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas
pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD Puskesmas, Bupati

menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) BLUD Puskesmas

dengan Peraturan Bupati.

(21 Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
dapat diusulkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas melalui Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten.

Bagian Kedua Belas

Tarif l,ayanan

Pasal 68

Tarif layanan sebagai imbalan atas barang dan/jasa Iayanan yang

diberikan disusun atas dasar perhitungan biaya satuan perunit

layanan atau hasii perinvestasi dana yang ditetapkan dangan Peraturan

Bupati dalam bentuk tarif.

Bagian Ketiga Belas

Pengelolaan Keuangan

Pasal 69

Pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas berdasarkan pada Prinsip

Efektivitas, efisiensi dan produktivitas dengan berazaskan akuntabilitas

dan transparansi.

Pasal 70

Dalam rangka penerapan prinsip dan azas sebagaimana dimaksud

Pasal 67, maka datam penatausahaan keuangan diterapkan Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP).
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Bagian Keempat Belas

Pendapatan dan Biaya

Paragraf 1

Pendapatan

Pasal 71

Strulrtur Anggaran BLUD, terdiri atas :

a. Pendapatan BLUD;

b. Belanja BLUD;

c. Pembiayaan BLUD.

Pasal 72

Pendapatan BLUD Puskesmas bersumber dari :

a. Jasa layanan;

b. Hibah;

c. Hasil keg'asama dengan pihak lain;

d. Anggarar Pendapatan Belanja Daerah; dan

e. Lainlain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 73

(1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan s€bagaimana

dimalsud dalam Pasal 72 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh

dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan

hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan

lain.

(3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan

pihak lain, sebagaimana dimaksud pada pasal 72 huruf c,

digunakan sesuai dengan tujuan peruntukannya yang selaras

dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah

perjanjian hibah.

(4) Hasil ke4'asama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 72 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari

kerjasama BLUD.
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(5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 72 huruf d berupa pendapatan yang

berasal dari DPA APBD.

(6) f,ain{ain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 72 huruf e, meliputi:

a. Jasa giro;

b. Pendapatan bunga

c. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang

asing,

d. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa; dan

e. Hasil investasi.

f. Pengembangan usaha.

Pasal 74

(l) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat

(6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha dan

meningkatkan layanan kepada masyarakat.

(21 Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan

layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk

mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 75

(1) Pendapatan $f[Jp ssfagaimana dimaksud dalam pavl 72 huruf a

sampai dengan huruf e, kecuali huruf d, dikelola langsung untuk

membiayai pengeluaran BLUD sesuai dengan RBA, kecuali yang

berasal dari hibah terikat.

(2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 76

(1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan

pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan

BLUD secara berkala kepada BKAD.
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(2) La.poran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dengan

melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang

ditandatangani oleh pemimpin.

(3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan

tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala OPD

menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada BKAD.

(4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan sslegaimana dimaksud ayat (3), BKAD

melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Paragraf 2

Belanja dan Biaya

Pas|77

(1) Belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terdiri atas :

a. Belanja operasi; dan

b. Belanja modal.

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan

fungsi.

(3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan

belanja lain.

(4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan

aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua beias) bulan

untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.

(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi

belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan

bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset

tetap lainnya.
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Pasal 78

(1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 71 huruf c,

terdiri atas:

a. Penerimaaa pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran

berikutnya.

Pasal 79

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78

ayat (1) huruf a meliputi :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

b. Investasi; dan

c. Penerimaan utang dari pinjaman

(2) Pengeluaran, pembiayaan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 78

ayat (1) huruf b meliputi :

a. Investasi; dan

b. Pembayaran pokok utang/pinjaman.

c. Biaya operasional

d. Biaya non operasional

Pasal 80

(l) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (21

huruf c, mencakup seluruh belanja yang menjadi beban BLUD

dalam rangka menjalankan tugas darr fungsi.

(21 Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat

(2) huruf d, mencakup seluruh belanja yang menjadi beban BLUD

dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 8 1

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8O ayat (1),

terdiri dari:

a. Biaya pelayanan, meliputi:
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1. Biaya pegawai;

2. Biayabahan;

3. Biaya jasa pelayanan;

4. Biaya pemeliharaa;

5. Biaya barang dan jasa; dan

6. Biaya pelayanan lain-lain.

b. Biaya umum dan administrasi:

1. Biaya pegawai;

2. Biayabahan;

3. Biaya pemeliharaan

4. Biaya barang dan jasa;

5. Biaya promosi; dan

6. Biaya umum dan administrasi lain-lain.
(21 Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung

dengan kegiatan pelayanan.

(3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) huruf b, mencakup seluruh biaya operasionat yang tidak

berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

Pasal 82

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (21

huruf d, terdiri dari:

a. Biaya bunga;

b. Biaya administrasi bank;

c. Biaya kerugian penjualan aset tetap;

d. Biaya kerugian penurunan nilai;

e. Biaya non operasional lainlain.

Pasal 83

Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPTD Puskesmas Atari Jaya yang

berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah diselenggarakan dan

dipertanggungjawabkan sesuai peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 78

(1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 71 huruf c,

terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaranpembiayaan.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutal maupun pada tahun anggaran

berikutnya.

Pasal 79

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78

ayat (1) huruf a meliputi :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

b. Investasi; dan

c. Penerimaan utang dari pinjaman

(2) Pengeluaran, pembiayaan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 78

ayat (1) huruf b meliputi :

a. Investasi; dan

b. Pembayaran pokok utang/ pinjaman.

c. Biaya operasional

d. Biaya non operasional

Pasai 80

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat {2)

huruf c, mencakup seluruh belanja yang menjadi beban BLUD

dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

(2) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat

(2) huruf d, mencakup seluruh belanja yang menjadi beban BLUD

dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 81

(1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8O ayat (1),

terdiri dari:

a. Biaya pelayanan, meliputi:
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f . Biaya pegawai;

2. Biayabahan;

3. Biaya jasa pelayanan;

4. Biaya pemeliharaa;

5. Biaya barang dan jasa; dan

6. Biaya pelayanan lain-Iain.

b. Biaya umum dan administrasi:

1. Biaya pegawai;

2. Biayabahan;

3. Biaya pemeliharaan

4. Biaya barang dan jasa;

5. Biaya promosi; dan

6. Biaya umum dan administrasi lain-lain.
(21 Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a,

mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung

dengan kegiatan pelayanan.

(3) Biaya umum dan adminishasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak

berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

Pasal 82

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (21

huruf d, terdiri dari:

a. Biaya bunga;

b. Biaya administrasi bank;

c. Biaya kerugian penjualan aset tetap;

d. Biaya kerugian penurunan nilai;

e. Biaya non operasional lain-lain.

Pasal 83

Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPTD Puskesmas Atari Jaya yang

berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah diselenggarakan dan

dipertanggunglawabkan sesuai peraturan Perundang-undangan.
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(U Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPTD Puskesmas Atari Jaya

yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kery'asama dengan

pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaporkan

kepada BKAD setiap triwulan.

(21 Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPTD Puskesmas Atari Jaya

yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)

Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pemyataan Tanggung

Jawab (SrlJ).

(3) Dalam pelaksanaan angga-ran, pemimpin menyusun laporan

pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan

BLUD secara berkala kepada BKAD.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan

melampirkan surat pemyataan tanggungiawab yang

ditandatan gani oleh pemimpin.

(5) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan

tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (4), kepala OPD

menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada BKAD.

(6) Berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (5), BKAD

melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat pengesahan

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 85

(1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan

mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

(21 Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan

belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam

ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara

definitif.

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat

dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari

pendapatan BLUD sebegaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf
a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.

-42-
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(41 Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan

melampaui anggararl dalam RBA dan DPA.

(5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan

kepala daerah.

(6) Dalam hal te{adi kekurangan :rnggaran, BLUD mengajukan

usulan tambahan anggaran dari APBD kepada BKAD.

Pasal 86

(1) BLUD Puskesmas dapat melakukan pengeluarurn biaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 atas pendapatan yang

melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.

(21 Kelebihan target pendapatan yang dapat langsung dipergunakan,

didasarkan pada ambang batas Rencana Bisnis Anggaran.

(3) Ambang batas Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud

pada pasal 85 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.

(41 Besaran persente ambang batas sebagaimana di maksud pada

pasal 85 ayat (21 memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional.

(5) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (4],,

ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran dan DPA-BLUD oleh

BKAD.

(6) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat

dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungiawabkan.

Bagian Kelima Belas

Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 87

(1) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mencakup

pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian

kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan

lima tahunan BLUD.
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{21 Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan

sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis Anggaran dan evaluasi

kine{a.

Paragraf 2

Penganggaran

Pasal 88

(1) BLUD UPTD Puskesmas Atari Jaya wajib menyusun Rencana

Bisnis Anggaran tahunan yang berpedoman kepada renstra BLUD.

{21 Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (l), disusun berdasarkan:

a. Anggaran berbasis kinerja;

b. Standar satuan harga dan

c. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapat yang

diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada

masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau

hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD

lainnya.

(3) Anggaran berbasis kine{a sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada

pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara

efesian.

(4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku

disuatu daerah.

(5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan

standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati

Konawe Selatan

Pasal 89

Rencana Bisnis Anggaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari

program dan kegiatan BLUD Puskesmas dengan berpedoman pada

pengelolaan keuangan BLUD.



-45-

Pasal 90

(1) Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88,

memuat:

a. Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;

b. Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;

c. Perkiraan harga;

d. Besaran persentase ambang batas; dan

e. Perkiraan mait atilt fonard estimate.

{21 Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b,

merupakan rencana zrnggaran untuk seluruh kegiatan tahunan

yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana

pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1)

huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/ atau
jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat

margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif l,ayanan.

(4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 90 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase

perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang

diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan

fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

(5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1)

huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan danauntuk tahun

anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna

memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah

disetujui dan menjadi dasar pen]'usunan anggarart tahun

berikutnya

Pasal 9 1

(1) Untuk BLUD UPTD Puskesmas Atari Jaya, Rencana Bisnis

Angqaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 disusun dan

dikonsolidasikan/diintegrasikan dan merupakan kesatuan dari

RKA.



(21 RKA beserta RBA sebagaimana di maksud pada ayat (l)
disampaikan kepada BKAD sebagai bahan penyusunarl Rancangan

Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 92

(1) BKAD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud

dalam pasal 91 ayat {2) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah

untuk dilakukan penelaahan.

(21 Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain

digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk
BLUD.

Pasal 93

Rencana Kerja Anggaran yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD

sebagaimana dima,ksud dalam Pasal 93, disampaikan kepada BKAD

untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
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(1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA

beserta RBA yang telah di lakukan penelaahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) kepada BKAD untuk

dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD

yang selanjutnya di tetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang

APBD

(21 Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA

mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan

APBD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan,

penetapan, perubahan RBA BLUD diatur dengan peraturan Bupati

Konawe Selatan

Pasal 94
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Pasal 95

(1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

94 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Pemimpin BLUD UPID

Puskesmas Atari Jaya melakukan penyesuaian terhadap RBA

untuk ditetapkan menjadi Rencana Bisnis Anggaran definitif.

(21 Rencana Bisnis Anggaran definitif sebagaimana dimaksud pada

ayat (l), disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

dan dipakai sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran-BLUD untuk diajukan kepada BKAD.

Pasal 96

BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD

untuk diajukan kepada BKAD.

Pasal 97

BLUD Puskesmas dapat melakukan pergeseran rincian belanja

sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA,

untuk selanjutnya disampaikan kepada BKAD.

Pasal 98

(1) DPA BLUD Puskesmas disampaikan kepada Kepala Dinas

Kesehatan untuk dikonsolidasikan ke Dokumen Pelaksanaan

Anggaral Dinas Kesehatan.

(21 DPA BLUD sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1),

mencakup antara lain:

a. Pendapatan

b. Belanja

c. Pembiayaan

(3) BKAD mengesahkan DPA BLUD sebagai dasar pelaksanaan

anggaran.

(4) Pengesahan DPA BLUD berpedoman pada peraturan Perundang-

undangan.
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(5) Dalam hal DPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum

disahkan oleh BKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang

setinggi-tingginya sebesar angka DPA BLUD tahun sebelumnya.

Bagran Keenam Belas

Pelaksanaan Anggaran

Paragraf 1

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan La.yanan Umum Daerah

Pasal 99

BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD

untuk diajukan kepada BKAD:

Pasal 100

(l) DPA ssfagaimana dimaksud dalam Pasal 99 memuat pendapatan,

belanja dan pembiayaan.

(2) BKAD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran

BLUD.

Pasal 101

(1) DPA yang telah disahkan oleh BKAD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan

anggaran yang bersumber dari APBD.

(2) Pelaksanaar anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja

modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-

undangan.

(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah

ditetapkan, dengan memperhatikan anggarall kas dalam DPA, dan

memperhitungkan:

a. Jumlah kas yang tersedia;

b. Proyeksi pendapatan; dan

c. Proyeksi pengeluaran.
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(4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dengan melampirkan RBA.

Pasal 102

(1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian

kineq'a yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pemimpin

(2) Pe{anjian kineg'a sebegaimana dimaksud pada ayat (1) antara

lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:

a. Kinerja pelayanan bagi masyarakat;

b. Kinerja keuangan; dan

c. Manfaat bagi masyarakat

Pasal 1 03

(1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan

pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan

pembiayaan BLUD secara berkala kepada BKAD.

(2) La.poran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan

surat pernyataan tanggungiawab yang ditandatangani oleh

pemimpin.

(3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pemyataan

tanggungiawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala SKPD

menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada BI(AD.

(4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahal Pendapatan, Belanja

dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), BKAD melakukan

pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 104

(1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin membuka rekening

kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-

undangan.

(2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas

yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
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Pasal 1O5

(1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:

a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;

b. Pemungtrtan pendapatan atau tagihan;

c. Penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;

d. Pembayaran;

e. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek;

dan

f. Pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan

tambahan.

(2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui

pejabat keuangan

Pasal 106

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan

keuangan paling sedikit memuat:

a. Pendapatan dan belanja;

b. Penerimaan dan pengeluaran;

c. Utang dan piutang;

d. Persediaan, aset tetap dan investasi; dan

e. Ekuitas.

penatausahaan

Pasal 107

Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 105, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Patagral 2

Pengelolaan Belanja

Pasal 108

(1) Pengelolaan belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan

memperLimbangkan volume kegiatan pelayanan.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan

belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam

ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara delinitif.
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(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dapat

dilaksanakan terhadap belanja BLUD yarrg bersumber dari

pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf
a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.

(a) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan

besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan

melampaui anggaran da-lam RBA dan DPA.

(5) Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetuj uan

kepala daerah.

(6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan

usulan tambahan anggaran dari APBD kepada BKAD.

Pasal 109

(1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 108 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo

awal kas.

(2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional,

meliputi:

a. Kecenderungan/tren selisih €rnggaran pendapatan BLUD

selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun

anggaran sebelumnya; dan

b. Kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain

APBD dengan prognosis tahun anggaran be{a1an.

(3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dicantumkan dalam RBA dar DPA.

(4) Pencaltuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran

presentase ambang batas.

(5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur,

rasional dan dipertanggungiawabkan.
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(6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunal<an

apabila pendapatan BLUD sebagaimana Pasal Pasal 72 huruf a,

huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target

pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun

yang dianggarkan.

Bagian Ketujuh Belas

Pengadaan Barang dan/ atau Jasa

Pasal 1i0

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas yang

bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang

berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

(21 Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber

dari:

a. Jasa layanan;

b. Hibah tidak terikat;

c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan

d. l,ain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibilitas

berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan

peraturan Perundang- undangan mengenai pengadaan barang

dan/ atau jasa pemerintah.

Pasal 111

( I ) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11O ayat (2) diatur dengan

Peraturan Bupati.

(21 Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan

untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih

bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat

serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk

mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
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Pasal 112

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah

terikat dilakukan sesuai dengan:

a. Kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau

b. Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

l1l sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 1 1 3

(1) Pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 110 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

(21 Pelaksara pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Pemimpin

BLUD Puskesmas yang ditugaskan secara khusus untuk

melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan

BLUD.

(3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri

dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi

pekery'aan / kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang

diperlukan.

Bagian Kedelapan Belas

Pengelolaan Barang

Pasal I 14

BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan

peraturan Perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Pasal 1 15

(1) BLUD tidak dapat mengalihkan, memindahtangankan, dan/atau

menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan yang dilakukan

sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(2) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari

pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

sebagai berikut:

a. Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya

berasal dari pendapatan BLUD selain dari APBN/APBD
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merupakan pendapatan BLUD dan dapat dikelola langsung

untuk membiayai belanja BLUD.

b. Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya

sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD bukan

merupakan pendapatan BLUD dan wajib disetor ke rekening Kas

Umum Negara/ Daerah.

(3) Pengalihaa, pemindahtanga.nan, dan/atau penghapusan aset tetap

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 dilaporkan

kepada Kepala OPD terkait.

(4) Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait atau

tidak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

BLUD harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai

dengan ketentuan peraturar Perundang-undangal.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan aset BLUD, diatur

oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kesembilan Belas

Piutang dan Utang / Pinjaman

Pasal 116

(1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahaa barang,

jasa, dan /atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak

langsung dengan kegiatan BLUD.

(2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh

tempo, dilengkapi administrasi penagihan.

(3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan

kepada kepala daerah dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasa-l 1 17

Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.

Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1)

(2\
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Pasal 118

(1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan

kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak

lain.

(21 Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa

utang/pinjaman jangka pendek atau utang/ pinjaman jangka

panjang.

Pasal 119

(1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 118 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan

manfaat kurang dari I (satu) tahun yang timbul karena kegiatan

operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk
menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi

jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas

dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(21 Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembaya,ran kembali

utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran

berkenaan.

(3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibuat dalam bentuk pe{'anjian utang/pinjaman yang

ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/ pinjaman.

(4) Pembayaran kembali utarg/pinjaman jangka pendek sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD

(5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 120

(1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka

pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) yang telah

jatuh tempo.

(21 Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan

pokok sepanjalg tidak melebihi nilai ambang batas yang telah

ditetapkan dalam RBA.



-56-

Pasal 121

(1) Utang/ pinj aman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 118 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan

manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran

kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun

anggar€rn.

(21 Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) hanya untuk pengeluaran belanja modal.

(3) Pembayaran utanglpinjaman jangka panjang sebagaimana

dimal<sud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali

utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan

biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya

sesuai dengan persyaratan pe{anjian utang/pinjaman yang

bersangkutan.

(41 Mekanisme pengajuan u tang/ pinj aman jangka panjang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang-undangal.

Bagian Kedua Puluh

Kerja Sama

Pasal L22

(1) BLUD dapat melakukan keg'asama dengan pihak lain, untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

(21 Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling

menguntungkan.

(3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat berbentuk finansial dan/ atau nonfinansial.

Pasal 123

(1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal

122, meliputi:

a. Kerjasama operasional; dan

b. Pemanfaatan barang milik daerah.
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(21 Keq'asama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional

secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak

menggunakan barang milik daerah.

(3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah

dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah

status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak
mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban

BLUD.

(4) Pendapatan yang berasal dari pemalfaatan barang milik daerah

yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi

kegiatan BLUD yang bersangkutan merupalan pendapatan BLUD.

(5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1 ) huruf b mengikuti peraturan Perundang-undangan.

(6) Tata cara keg'a sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(71 Pelaksanaan keq'asama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat

dalam bentuk perjanjian.

Bagian Kedua Puluh Satu

Investasi

Pasal 124

(1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi

peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada

masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD

dengan tetap memperhatikan rencarla pengeluaran

(21 Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi

jangka pendek.

Pasal 125

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124

ayat (21 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan

dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau

kurang.
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(2) Investasi jangka pendek sslagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek

dengan memperhatikan rencana pengeluaran.

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. deposito pada bankumum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai

dengan 12 (dua belas) bulan dan /atau yang dapat diperpanjang

secara otomatis; dan

b. surat berharga negara jangka pendek.

(4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi:

a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

b. ditujukan untuk mar4jemen kas; dan

c. instrumen keuangan dengaa risiko rendah.

Pasal 126

Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Puluh Dua

Surplus dan Defisit Anggaran

Paragraf 1

Surplus Anggaran

Pasal 727

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih

antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1

(satu) tahun zrnggar€m.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran

pada 1 (satu) periode anggaran.

(3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya,

kecuali atas perintah Kepala Daerah disetorkan sebagian atau

seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi

likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
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(4) Pemanfataan sisa lebih perhitungan ansgaran BLUD dalam

tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
(5) Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun

anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang

digu.nakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui

mekanisme APBD.

(6) Pemanfataan sisa lebih perhitungan zrnggaran BLUD dalam

tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului

perubahan APBD.

a. Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau

belum cukup anggarannya pada tahun €rnggaran be{alan;

dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah

daerah dan masyarakat.

Paragraf 2

Defisit Anggaran

Pasal 128

(1) Defisit anggzrran BLUD merupakan selisih kurang Eultara

pendapatan dengan belanja BLUD.

(2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan

pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat

bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran

sebelumnya dan penerimaan pinjaman.
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Bagian Kedua Puluh Tiga

Penyelesaian Kerugian

Pasal i29

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan

melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan

ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai penyelesaian

kerugian negara/ daerah.

Bagian Kedua Puluh Empat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 130

(1) BLUD menJrusun pelaporan dan pertanggungiawaban berupa

laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. Laporan realisasi anggaran;

b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. Neraca;

d. La.poran operasional;

e. Laporan arus kas;

f. l,aporan perubahan ekuitas; dan

g. Catatan atas laporan keuangaa.

(3) Laporan keuangan BLUD sebegaimana dimaksud pada ayat (2)

disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

(a) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak

mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangftan dan

menerapkan kebijakan akuntansi.

(5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan

Peraturan Bupati.

(6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai

dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil

atau keluaran BLUD.
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Pasal 131

(1) Pemimpin menyusun laporan keuangan semesteran dan

tahunan.

(21 Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai dengan laporan kinefa paling lama 2 (dua) bulan

setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh

OPD yang membidangi pengawasan di Pemerintah Daerah.

(3) l,aporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan

OPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke

dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(4) Hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (2\

merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

RAB IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 132

Pola Tata Kelola BLUD UPTD Puskesmas Atari Jaya tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

Peraturan Bupati ini berlal<u pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Konawe Selatan.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

limpahan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga kami masih diberikan

kesempatan dan kemampuan untuk Tata Kelola Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD) UPTD Puskesmas Atari Jaya Tahun 2023 yang merupakan

perwujudan dari komitmen yang tinggi dari UPTD Puskesmas Atari Jaya untuk

membangun data Kesehatan menjadi informasi Kesehatan di Wilayah Kerja

UPTD Puskesmas Atari Jaya Kecamatan Lalembuu Tahun 2023.

Tata Kelola UPTD Puskesmas Atari Jaya Tahun 2023 merupakan

penyajian data/informasi Kesehatan yang lengkap dan akurat dalam upaya

perencanaan dan evaluasi dibidang kesehatan. Oleh karena itu, diharapkan

dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana pelaksanaan dan

pengendalian serta penilaian pelaksanaan program Kesehatan di wilayah

kerja UPTD Puskesmas Atari Jaya.

Tata Kelola UPTD Puskesmas Atari Jaya Tahun 2022 ini merupakan

gambaran tentang pelaksanaan Program Kesehatan, baik pelaksanaan

Program Pokok maupun Program Penujang, yang dijabarkan dalam lndikator

Kecamatan Lalembuu Sehat dan lndikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Disamping itu juga disajikan berbagai data-data pencapaian hasil Pelayanan

Kesehatan dalam bentuk tabel dan grafik sehingga lebih memudahkan bagi

pembaca dalam memanfaatkan data dan informasi yang disajikan.

Dalam penyusunan Tata Kelola ini digunakan data yang bersumber

dari program-program yang ada di UPTD Puskesmas Atari Jaya

Dalam penyajian Tata Kelola Tahun 2023 ini telah diupayakan

semaksimal mungkin baik dalam segi kualitas maupun cara penyajiannya.

Namun disadari bahwa Tata Kelola ini masih banyak kekurangan yang perlu

dibenahi lagi seperti akurasi, sinkronisasi dan konsistensi data yang dimuat

perlu dimantapkan lagi. Untuk itu sangat diharapkan masukan, koreksi dan

kritik dari semua pihak sehingga ke depan ini bisa menjadi lebih sempurna dan

lebih baik lagi kualitasnya dalam arti akurat, valid, mutakhir dan sesuai

kebutuhan serta tepat waktu.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis Dinas

Kesehatan yang menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis

operasional Dinas Kesehatan dan ujung tombak pembangunan

kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43

Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang mempunyai

fungsi sebagai penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat

pertama dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama.

Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang

bersifat publik (public goods) dengat tujuan utama memelihara dan

meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa

mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemuiihan kesehatan,

antara lain meliputi promosi kesehatan, pemberantasan penyakit,

penyehatan lingkungan, perbaikan gzi dar^ peningkatan kesehatan

keluarga. Sedangkan pelayanan kesehatan perorangan, yaitu

pelayanan yang bersifat pribadi (piuate goodsl, dengan tujuan

utama penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan

tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahal

penyakit, baik berupa rawat jalan maupun rawat inap.

Mengingat beban kerja puskesmas yang berat, pengelolaan

kegiatan yang tidak memberikan keleluasaan bagi puskesmas untuk
menetapkan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat setempat serta tututan puskesmas untuk meningkatkal

kinerjanya, sedangkan sistem pembiayaan masih belum memberikan

keleluasaan bagi puskesmas untuk berupaya dalam peningkatan

pelayalan, maka dipandang perlu untuk mengeioia puskesmas

secara entepreneur bukan secara birokratik lagt. Untuk itu
Puskesmas perlu melakukan perubahan mendasar sehingga lebih

mandiri dan mampu berkembang menjadi lembaga yang berorientasi

terhadap kepuasan pelanggan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2O05 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
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Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan

Layanan Umum Daerah dimana memberikan peluang bagr

puskesmas untuk menerapkan pola pengelola keuangan BLUD yang

memberikan fleksibilitas dalam pengelolaannya.

Dalam rangka menerapkan pola pengelolaan keuangal BLUD

perlu disusun Pola Tata Kelola yang merupakan aturan internal

puskesmas dengan memperhatikan prinsip-prisip tranparansi,

akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.

B. PENGERTIAN POLA TATA KELOLA

Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pola

tata kelola merupalan tata kelola Unit Pelaksana Teknis

Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD dan ditetapkan

dengan Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 39 dan

Pasal 4O Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2O18

disebutkan bahwa pola tata kelola memuat antara lain:

1. Kelembagaan yang memuat posisi jabatan, pembagian tugas,

fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.

2. Prosedur kerja yang memuat ketentuan hubungan dan

mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.

3. Pengelompokan fungsi yang memuat pembagian fungsi pelayanan

dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian

internal untuk efektifrtas pencapaian.

4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang memuat kebijakan

mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi

pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

C. TUJUAN PENERAPAN POLA TATA KELOLA

Pola Tata Kelola yang diterapkan pada Badan Layanan Umum

Daerah Puskesmas bertujuan untuk:

1. Memaksimalkan nilai puskesmas dengan cara menerapkan

prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan

independensi, agar puskesmas memiliki daya saing yang kuat.



2. Mendorong pengelolaan puskesmas secara profesional,

transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan

peningkatan kemandirian organ puskesmas.

3. Mendorong agar organ puskesmas dalam membuat keputusan

dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai

moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung

jawab sosial puskesmas terhadap stakeholder.

4. Meningkatkan kontribusi puskesmas dalam mendukung

kesejahteraan umurn masyarakat melalui pelayanan kesehatan.

D. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Ruang lingkup tata kelola Puskesmas meliputi peraturan

internal puskesmas dalam menerapkan BLUD. Tata kelola dimaksud

mengatur hubungan antara organ Puskesmas sebagai UPTD yang

menerapkan BLUD, yaitu Kepala OPD, Pemerintah Daerah, Dewan

Pengawas, dan Pejabat Pengelola serta Pegawai berikut tugas, fungsi,

tanggungiawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.

E. DASAR HUKUM POLATATA KELOLA

Dasar Hukum untuk menyusun Pola Tata Kelola Puskesmas

adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan

Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267):

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keungan

negara(lembaga negara republik indonesia tahun 20O3 nomor 47

tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4286)

3. Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara

(lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5 ,

tambahan lebaran republik Indonesia nomor 4355)

4. Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keungan negara

( lembaran negara republik Inndonesia Tahun 2004 nomor

66,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400)

-3-
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5. Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

( Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

tambahan Lembarar Neraga Republik Indonesia Nomor 5063)

6. Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

( lembaran negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang

Badan Layanan Umum Daerah.

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43

tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentalg

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah

kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

2 1 Tahun 201 1.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar

pelayanan minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 nomor 02, tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6178)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

pengeloiaan keuangan daerah (Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322)

15. Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2O18

Tentang Badan Layanan Umum Daerah ( Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)
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16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang

standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar

pelayanan minimal pada bidang kesehatan pusat kesehatan

mamsyarakat

17. Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 77 ta}lur, 2O2O

tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan negara

( berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 679)

18. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang

penerapan standar pelayanan minimal.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Pasal 38, Pasal 39 dan

Pasal 40).

F. PERUBAHAN POLATATA KELOLA

Pola Tata Kelola puskesmas ini akan direvisi apabila terjadi

perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan pola tata kelola puskesmas sebagaimana disebutkan di atas,

serta disesuaikan dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan

kewenangan organisasi puskesmas serta perubahan lingkungan.

G. SISTEMATIKA

Sistematika penyusun€rn dokumen tata kelola, sebagai berikut:

Pengantar

BABI : PENDAHULUAN

BABII : A.KELEMBAGAAN

1. GAMBARAN SINGKAT PUSKESMAS

2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA

LAKSANA

B. PROSEDUR KERJA

C, PENGELOMPOKAN FUNGSI

D. PENGELOLAAN SDM

Bab III : PENUTUP

LAMPIRAN
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BAB II

KELEMBAGAAN

A. KELEMBAGAAN

1. GAMBARAN SINGKAT PUSKESMAS

UPTD Puskesmas Atari Jaya merupakan Puskesmas Induk
yang ada di Kecamatan Lalembuu terletak di Jalan Poros Atari

Jaya Desa Atari Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe

Selatan, terletak di 39 km dari pusat Kabupaten Konawe Selatan.

Adapun batas wilayah kerja:

. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Basala

. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tinanggea

. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rumbia

Kabupaten Bombana
. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lambandia

Kabupaten Kolaka Timur.

UPTD Puskesmas Atari Jaya ditetapkan menjadi UPTD

Puskesmas Atari Jaya Rawat Inap dan mempunyai surat Izin

Operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Perizinan

Nomor: 503/002/DPM-P[SP/ IOPP/ 20 19 tentang Izin Opesional

Puskesmas.

UPTD Puskesmas Atari Jaya Kabupaten Konawe Selatan

berlokasi di Jalan Poros Atari Jaya Desa Atari Jaya Kecamatan

Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan, dengan wilayah kerja

sebanyak 18 desa didukung jaringan dibawahnya sebanyak 13

Polindes 5 Pustu, 1 Poskesdes, 18 Posyandu Balita, 18 Posyandu

PTM/Lansia serta I Jejaring Bidan Praktik Mandiri (BPM).

UPTD Puskesmas Atari Jaya sebagai Puskesmas Rawat

Jalan yang mempunyai Ruang Pelayanan yaitu:

a. Ruang Pelayanan Pendaftaran, Administrasi dan Rekam Medis

(RPRM)

b. Ruang Pemeriksaan Lansia (RPL)(Ruang tidak tersedia)

c. Ruang Konseling Gizi dan Sanitasi (RK)

d. Ruang Pemeriksaan Umum (RPU)

e. Ruang Pemeriksaan MTBS/Anak (RMTBS)

f. Ruang Pemeriksaan Cigi (RPG)
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g. Ruang Laboratorium (RLAB)

h. Ruang Pemeriksaan Penyakit Menular (RP2M)

i. Ruang Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, KB

j. Ruang Imunisasi (RI)

k. Ruang Pemeriksaan Pre-Eklamsia (Menggabung Di Ruang KIA)

l. Ruang Pemeriksaan IVA, HIV-IMS (RIVA)

m. Ruang Tata Usaha (RTU)

n. Ruang Pelayanan Farmasi (RPF)

o. Ruang Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam (RGD)

p. Ruang Rawat Inap (RRI) (Puskesmas Atari Jaya Rawat Jalan)

q. Ruang Bersalin (PONED) (Puskesmas Atari Jaya Bukan Poned)

Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan strata/ tingkat

pertama, Puskesmas Atari Jaya bertanggung jawab

menyelenggaratan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat

pertarna dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat

pertama berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43

Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Upaya Kesehatan Perorangal, yaitu pelayanan yang

bersifat pribadi Qtriuate goodsl, dengan tujuan utama

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan peror.rngan

tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan

penyakit melalui pelayanan rawat jalan. Sedangkan Upaya

Kesehatan Masyarakat adalah pelayanan yang bersifat public

(tr:ublic goods) dengan tujuan utama memelihara dan

meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa

mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama yang

menjadi tanggung jawab Puskesmas Atari Jaya meliputi:

a. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial .

1) Upaya Promosi Kesehatan

2) Upaya Kesehatan Lingkungan

3) Upaya Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana

- Keluarga Berencana

- Kesehatan Reproduksi

- Deteksi Dini Tumbuh Kembang

4l Upaya Gizi
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5) Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- Pencegahan dan Pengendalian T\rberkulosis

- Pencegahan dan Pengendalian Kusta

- Imunisasi

- Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue

- Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS

- Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis

- Pencegahan dan Pengendalian Malaria

- Pencegahan dan Pengendalian Filariasis

- Pencegahan dan Pengendalian ISPA/Diare

- Pencegahan dan Pengendalial Campak

- Surveilans

- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

- Kesehatan Usia Lanjut

- Kesehatan Jiwa

6) Perawatan Kesehatan Masyarakat

b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

1) Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat

2) Usaha Kesehatan Sekolah

3) Pengobatan Tradisional Komplementer

4) Kesehatan Kerja dan Olah Raga

5) Kesehatan Indera

6) Kesehatan Matra/Haji (Tidak Tersedia)

Sedangkan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama

yang menjadi tanggung jawab Puskesmas Atari Jaya meliputi:

a. Rawat Jalan:

1) Pemeriksaan Umum

2) Pemeriksaan Gigi

3) Pemeriksaan Lansia (Tidak tersedia )

4) Pemeriksaan Anak/MTBS

5) Pemeriksaan Ibu dan Anak

6) PemeriksaanPre-Eklampsia

7) Pelayanan Keluarga Berencana

8) Pelayanan Imunisasi Balita

9) Konseling Gizi dan Sanitasi

10) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa
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11) Pemeriksaan Deteksi Kanker Leher Rahim

12) Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual dan HIV

13) Pelayanan Obat

14) Pelayanan Laboratorium

b. Pelayanan Gawat Darurat dan Rawat Inap

1) Pelayanan Gawat Darurat 24 jam

2) Pelayanan Rawat Inap

3) Pelayanan PONED

Selain itu UPTD Puskesmas Atari Jaya juga melaksanalen

pelayanan rujukan rawat jalan dan rujukan Gawat Darurat.

2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan

tata hubungan kerja antar bagian dan garis kewenangan,

tanggungjawab dan komunikasi dalam menyelenggarakan

pelayanan dan penunjang pelayanan.

UPTD Puskesmas Atari Jaya merupakan Unit Pelalsana

Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan yang

bertanggungjawab menyelenggarakan Upaya Kesehatan

Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama di

wilayah kerja Puskesmas Atari Jaya Kecamatan Atari Jaya,

dimana tata kerjanya diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten

Konawe Selatan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Perangkat Daerah

Kabupaten Konawe Selatan tentang Pembentukan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan

Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan yang ditindaklanjuti

dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 44O/OO7.|

Tanggal 03 Bulan Januari Tahun 2023 Pelaksanaan Peraturan

Bupati Konawe Selatan tentang Pembentukan, Susunan

Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis

Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan.

UPTD Puskesmas Atari Jaya mempunyai tugas

melaksanakan pelayanan, pembinaal dan pengembangan upaya

kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di kecamatan

Atari Jaya sesuai dengan kedudukan dan/ atau wilayah kerja

dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas
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Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan . Puskesmas dipimpin oleh

seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan

bertanggunglawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Struktur organisasi dan uraian tugas Puskesmas dalam

rangka penerapan PPK BLUD disajikan dalam dua kondisi, yaitu

kondisi sebelum dan sesudah menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan BLUD, sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Sebelum Penerapan

BLUD

I ) Struktur Organisasi

Sebelum penerapan Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD), Puskesmas Atari Jaya merupakan Unit Pelaksana

Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan

Struktur Organisasi UPID Puskesmas Atari Jaya

berdasarkan Surat Keputusal Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Konawe Selatan Nomor 44O/OO7.\ tanggal 03

Bu1an Januari Tahun 2023 dimana dalam struktur tersebut

telah mengakomodasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

43 Tahun 2019. Dan Peraturan Bupati Konawe Selatan

Nomor 79 Tahun 2022 tentang Perangkat Daerah

Kabupaten Konawe Selatan tentang Pembentukan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan.
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Bagan Struktur Organisasi UPID Puskesmas Atari Jaya seba.gaimana berikut:

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA

KEPALA PUSKESMAS

KEPALA TATA USAIIA

KOORDINATOR
KOORDINATOR

PELAYANAN
TERKAIT

PI.]NNNGGUNG
JAWAT] {JKM

ESSENSIAL DAN
KEPERAWATAN

Kt]SEHATAN
MASYARAKAT

KOORDINATOR
KOORDINAT'OR

PEI,AYANAN
TERKAIT

PENANGGUNG
JAWAB MUTU

PENANGGL'NG JAWAB
JARINGAN

PELAYANAN
PUSKESMAS DAN

JEJARING

PENANGGLTNG
JAWAB BANGUNAN,

PRASARANA DAN
PERALATAN
PUSKESMAS

PENANGCUNG
JAWAB UKM

PENGEMBANGAN

PENANGGUNG JAWAB
UKP, KEFARMASIAN,
DAN LABORATORIUM

KOORDINATOR
KOORDINATOR

PELAYANAN TERKAIT

KOORDINATOR
KOORDINATOR

PELAYANAN TERKAIT

Gambar. 1. Bagan Struktur Organisasi UPTD PUskesmas
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b. Struktur organisasi UPTD Pusksmas Atari Jaya Kabupaten

Konawe Selatan terdiri dari:

1) Kepala Puskesmas

2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertanggungiawab

membantu Kepala Puskesmas dalam pengetolaan Keuangan,

Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dal Pelaporan.

Terdiri dari:

a) Pelaksana Keuangan:

- Pelaksana Bendahara Pembantu JKN

- Pelaksana Bendahara Pembantu Penerimaan

- Pelaksana Benda-hara Pembantu Pengeluaran

b) Pelaksana Umum dan Kepegawaian:

- Pelaksana Sarana Prasarana Lingkungan / Bangunan

- Pelaksana Pengelolaan Barang

- Pelaksana Sarana Prasarana Kendaraan

- Pelaksana Administrasi dan Kepegawaian

c) Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan

3) Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan

Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas).

Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

bertanggung jawab membantu Kepala Puskesmas dalam

mengkoordinasikan kegiatan Peiaksana Upaya yang terbagi

da-lam:

a) Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial

1. Pelaksana Promosi Kesehatan

2. Pelaksana Kesehatan Lingkungan

3. Pelaksana Gizi

4. Pelaksala Kesehatan lbu, Anak dan Keluarga

Berencana

- Pelaksana Keluarga Berencana

- Pelatsana Kesehatan Reproduksi

- Pelaksana Deteksi Dini T\rmbuh Kembang.

5. Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- Pelaksana Pencegahan Penyakit T\rberkulosis

- Pelaksana Pencegahan Penyakit Kusta

- Pelaksana Imunisasi

- Pelaksana Surveilals
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- Pelaksana Pencegahan Penyakit Demam Berdarah

Dengue (DBD)

- Pelaksala Pencegahan Penyakit Hepatitis

- Pelaksana Pencegahan Penyakit ISPA/Diare

- Pelaksana Pencegahan Penyakit HM-AIDS

- Pelaksana Pencegahan Penyakit Tida_k Menular
(PTM)

- Pelaksana Kesehatan Usia Lanjut (Usila)

- Pelaksana Kesehatan Jiwa.

6. Pelaksana Perawatan Kesehatan Masyarakat

b) Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan

1. Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah

2. Pelaksana Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat

3. Pelaksana Kesehatan Tradisional dan Komplementer

4. Pelaksana Kesehatan Kerja dan Oiah Raga

5. Pelaksana Kesehatan Indera.

4) Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP),

Kefarmasian dan Laboratorium :

a) Penanggung Jawab Ruang Pendaftaran, Administrasi

dan Rekam Medis

b) Penanggung Jawab Ruang Pemeriksaan Umum

c) Penanggung Jawab Ruang Pemeriksaan Lanjut Usia

d) Konseling Gizi dan Sanitasi

e) Penanggung Jawab Ruang Pemeriksaan MTBS/Anak

f) Penanggung Jawab Ruang Pemeriksaan Gigi

g) Penanggung Jawab Ruang Pelayanan Kesehatan Ibu,

Anak, Keluarga Berencana dan Imunisasi

h) Penannggung Jawab Ruang Pre-Eklampsia

i) Penalglung Jawab Ruang Pemeriksaan Penyakit

Menular

j) Penanggung Jawab Ruang Pemeriksaal [VA, IMS-HIV

k) Penanggung Jawab Ruang Imunisasi

1) Penanggung Jawab Ruang Pelayanan Farmasi

m) Penanggung Jawab Ruang Laboratorium

n) Penanggung Jawab Ruang UGD 24 Jam

o) Penanggung Jawab Ruang Bersalin 24 jarr.
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5) Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan

Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

a) Puskesmas Pembantu

Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu 5 orang

b) Pondok Kesehatan Desa (Poskesdes)

Penanggung Jawab poskesdes 1 orang

c) Pondok Bersalin Desa (Polindes)

Penanggung Jawab Polindes 13 orang

d) Penanggung Jawab Jejaring Fasilitas Pelayanan

Kesehatan 1 orang.

c. Hubungan Antar Struktur Organisasi

1) Kedudukan Sruktur Organisasi Puskesmas dengan Dinas

Kesehatan Puskesmas Atari Jaya berkedudukan sebagai

Unit Pelaksana Teknis di bawah Organisasi Perangkat

Daerah Dinas Kesehatan. Sebagai unsur pelaksala teknis,

UPTD Puskesmas Atari Jaya melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Kegiatan teknis operasional UPTD Puskesmas secara

langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Kegiatan teknis penunjang dilaksanakan untuk mendukung

pelaksanaan tugas organisasi induk yaitu Dinas Kesehatan

dengan gambaran hubungan sebagai berikut:

- Sekretariat Dinas Kesehatan

Dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas

meliputi administrasi dan kepegawaian, pengelolaan

sarana pras€rrana, dan pengelolaan keuangan.

- Bidang Pelayanan Kesehatan

Dilaksanakan oleh Penanggung Jawab dan pelalsana

UKP, kefarmasian dan iaboratorium serta penanggung

jawab jaringan dan jejaring puskesmas

- Bidang Kesehatan Masyarakat

- Dilaksanakan oleh Penanggung Jawab dan pelaksana

UKM esensial dan UKM pengembangan Puskesmas

- Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- Dilaksanakan oleh Penanggung Jawab dan pelaksana

UKM esensial dan UKM pengembangan Puskesmas

- Bidang Sumber Daya Kesehatan
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Dilaksanakan oleh penanggung jawab sarana prasarana

alat kesehatan, penanggung jawab kepegawaian dan

penanggung j awab kefarmasian

Sebagai Unit Pelaksana Teknis, Kepala Puskesmas

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas

Kesehatan.

2) Kedudukan Kepala Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata

Usaha Kepaia UPTD Puskesmas berwenang memberikan

penugas.rn kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan

pegawai puskesmas lainnya. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

bertanggung jawab langsung terhadap Kepala UPID

Puskesmas. Penanggung jawab dan pelaksana UKM esensial

dan pengembangan, penanggung jawab dan pelaksana UKP,

kefarmasian dal laboratorium serta pena-nggung dan

peial<sana jaringan dan jejaring puskesmas bertanggung

jawab langsung kepada Kepala UPTD Puskesmas.

3) Kedudukan Penanggung Jawab dan pelaksana teknis

kegiatan Penanggung jawab UKM esensial dan UKM

pengembangan berkedudukan sebagai koordinator

pelaksanaan kegiatan UKM esensial dan pengembangan.

Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium

berkedudukan sebagai koordinator pelaksanaal kegiatan

UKP dan penunjang.

Penanggung jawab jejaring dan jaringan puskesmas

berkedudukan sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan

pembinaan jejaring di wilayah kerja puskesmas dan

pelaksanaan jaringan pustu dan ponkesdes di wilayah kerja

puskesmas.

Penanggung jawab dan pelaksana UKM, UKP dan jaringan

berada dalam garis koordinasi untuk menggkoordinasikan

masing-masing kegiatan secara lintas program.

4) Tugas Pokok dan Fungsi:

a) Kepala UPTD Puskesmas

Kepala UPTD Puskesmas berada dan bertanggung jawab

langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara

operasional bertanggung jawab kepada Camat di wilayah

kerjanya.
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Kepala UPID Puskesmas memiliki tugas pokok

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan

kesehatan di wilayah kerl'anya dan melaporkal kepada

Kepala Dinas Kesehatan.

Fungsi Kepala UPTD Puskesmas adalah :

- Menggerakkan pembangungan berwawasan

kesehatan

- Melaksanakan pemberdayaan kesehatan masyarakat

- Melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat pertama

meliputi UKM dan UKP

- Melaksanakanpengelolaankeuangan

- Melaksanalan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

pelayanan kesehatan di wilayah kerja

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang

tugasnya

b) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh tenaga struktural

Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD

Puskesmas.

Kepaia Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas pokok

melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan, umum

dan kepegawaian serta perencanaan, pencatatan dan

pelaporan dan melaporkan kepada Kepala UPTD

Puskesmas.

c) Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat dan

Perkesmas

UKM dan perkesmas dilaksanakan oleh tenaga medis,

paramedis dan tenaga kesehatan fungsional lainnya

yang dikoordinir oleh Penanggung Jawab UKM dan

Perkesmas.

Penanggung Jawab UKM dan Perkesmas bertugas

mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan UKM dan

Perkesmas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD

Puskesmas.
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d) Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perorangan,

Kefarmasian dan Laboratorium

UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dilaksanal<al oleh

tenaga medis, paramedis, dan tenaga kesehatan

fungsional lain sesuai bidang keahliannya yang

dikoordinir oleh Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian

dan Laboratorium.

Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

bertugas mengkoordinasikan kegiatan pelayanan UKP

dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD

Puskesmas.

e) Penanggung Jawab Jaringal Pelayalan dan Jejaring

Fasyankes

Jaringal Pelayanan Kesehatan di UPID Puskesmas

dilaksanakan oleh tenaga fungsional paramedis dan

struktural adminstratif yang dikoordinir oleh

Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan dan Jejaring

Fasyankes yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD

Puskesmas.

Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan dan Jejaring

Fasyankes memiliki tugas pokok mengkoordinasikan

pelayanan kesehatan di jejaring peiayanan Pustu dan

Ponkesdes, serta mengkoordinasikan kegiatan

pembinaan pada jejaring Fasyankes di wilayah ke{a

Puskesmas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD

Puskesmas.

f) Puskesmas Pembantu

Puskesmas Pembantu dipimpin oleh seorang

penanggungjawab Puskesmas Pembantu yang

merupakan tenaga fungsional Paramedis.

PenalggungJawab Puskesmas Pembantu bertugas

mengkoordinasikan kegiatan pelayanan kesehatan di

wilayah kerja Pustu dan bertanggung jawab kepada

Kepala UPTD Puskesmas.
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g) Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes)

Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) dipimpin oleh

seor€rng penanggungiawab Ponkesdes yang merupalan
tenaga fungsional Paramedis.

PenanggungJawab Ponkesdes bertugas

mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan

di wilayah kerja dan secara teknis bertanggungiawab

kepada Kepala UPID Puskesmas dan secara

administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

5) Uraian Tugas

Uraian tugas masing-masing struktur yang terdapat dalam

bagan organisasi seperti diuraikan di atas adalah sebagai

berikut:

a) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas:

- Menyusun rencana kegiatan/ rencana kerja UPTD.

- Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis UPTD.

- Menyusun dan menetapkan kebijakan operasional

dan kinerja UPTD.

- Menyusun dan menetapkan kebijakan mutu

pelayanan UPTD.

- Melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan

tingkat pertama.

- Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat

tingkat pertama.

- Melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat.

- Mela-ksanakaa kegiatan manajemen Puskesmas.

- Melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norma,

standart, pedoman dan petunjuk operasional di

bidang peiayanan kesehatan dasar dan kesehatan

masyarakat.

- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan UPTD.

b) Kepala Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas:

- Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.

- Menyiapkan bahan bahan pelaksanaan kegiatan di

bidang pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan

kesehataa masyarakat.
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- Menyiapkan bahan pelaks€rnaan pengendalian dan

pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan

petunjuk operasiona-l di bidang pelayanan kesehatan

dasar dan pelayanan kesehatan masyarakat.

- Menyusun Pedoman Keq'a, Pola Tata Kerja, Prosedur

dan Indikator Keda Puskesmas.

- Melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian,

surat menyurat, kearsipan, administrasi umum,

perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan

sar€ura serta hubungan masyarakat.

- Melaksanakan pelayanan administratif dan

fungsional di lingkungan UPTD.

- Melaksanakan kegiatan mutu administrasi dan

manql'emen UPTD.

- Menl'usun laporan kinerja dan laporal tahunan

UPTD.

- Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.

c) Penanggungjawab UKM

- Mengkoordinasikan kegiatan UKM UPID Puskesmas.

- Melakukan monitoring/pemantauan pelaksanaan

kegiatan, kepatuhan prosedur dan analisis kegiatan

UKM.

- Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu

kegiatan UKM.

- Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas.

d) Penanggungiawab UKP

- Mengkoordinasikan kegiatal UKP UPID Puskesmas.

- Melakukan monitoring/pemantauan peiaksanaan

pelayanan, kepatuhan prosedur dan analisis kegiatan

pelayanar UKP.

- Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu

pelayanan UKP.

- Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas.

e) Penanggungiawab Jaringan dan Jejaring

- Mengkoordinasikan kegiatan UKM dan UKP di

jaringan pelayanan kesehatan.
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- Melakukan monitoring/pemantauan pelaksanaan

kegiatan UKM dan UKP, kepatuhan prosedur dan

analisis kegiatan UKM dan UKP di jaringan pelayanan

kesehatan.

- Melakukan evaluasi capaian kinerja dan mutu UKM

dan UKP di jaringan pelayanan kesehatan.

- Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan

kesehatan di jejaring pelayanan kesehatan.

- Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas.

f) Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan

- Menyiapkan bahan, dokumen, kebijakan dan hasil

kegiatan dalam penyusunan perencanaan kegiatan

UPTD Puskesmas/ Perencanaan Tingkat Puskesmas.

- Menl'usun Pedoman Ke{a, Prosedur Ke{a dan

Kerangka Acuan Kegiatan Perencanaan dan

Pelaporan.

- Melakukan analisis bahan perencanaan kegiatan.

- Menyusun Rencana Usulan Kegiatan dan Rencana

Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas.

- Menyusun evaluasi dan laporan hasil kegiatan.

- Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas.

g) Peiaksana Keuangan

- Menyiapkan bahan, dokumen dan kebijalan
perenc€rnaarn keuangan.

- Menyusun Pedoman Kerja, Prosedur Kerl'a dan

Kerangka Acuan Kegiatan pengelolaan keuangan.

- Menyrrsun perencanaan kegiatan pengelolaan

keuangal.

- Meiaksanakan kegiatal pengeioiaan dan

pengadministrasian keuangan.

- Menl'usun evaluasi, analisis dan laporan keuangal.

- Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas.

h) Pelaksana Umum dan Kepegawaian

- Menyiapkan bahan, dokumen dan kebijakan

perencanaan kepegawaian, sarana prasarana dan

adminstrasi umum.
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Menyusun Pedoman Kerja, Prosedur Keq'a dan

Kerangka Acuan Kegiatan kepegawaian, sarana

pra sarana dan administrasi umum.

Menyrsun perencanaan kegiatan pengelolaan

kepegawaian, sarana prasa-rana dan administrasi

umum.

- Melaksanakan kegiatan pelayanan kepegawaian dan

administrasi umum.

- Melakukan analisis kepegawaian, sarana prasarana

dan administrasi umum.

- Menyusun Rencana Usulan Kegiatan dan Rencarra

Pelaksanaan Kegiatan kepegawaian, sarana prasarana

dan administrasi umum.

- Melakukan evaluasi dan laporan kepegawaiarr, sarana

prasarana dan administrasi umum.

- Melaporkan kepada Kepala UPID Puskesmas.

Pelaksana UKM

- Menyiapkan bahan, dokumen dan kebijakan

perenc€rnaan kegiatan UKM.

- Menyusun Pedoman Kerja dan Prosedur Kerja UKM.

- Menyusun perenc€rnaan kegiatan UKM, Rencanan

Usulan Kegiatan, Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan

Kerangka Acuan Kegiatan UKM.

- Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan.

Penanggung jawab Rualg UKP

- Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan di ruang

pelayanan.

- Menyiapkan bahan, dokumen dna kebijakan

perencanaan kegiatan peiayanan.

- Menyusun pedoman kerja ruang pelayanan dan

prosedur kerja pelayanan.

- Menyusun rencana kebutuhan sarana kerja, alat

kerja dan bahan kerja.

- Melaksanakan pemenuhan indikator mutu, kinerja

dan evaluasi hasil kegiatan pelayanan.
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k) Pelaksana Pelayanan UKP

- Menyiapkan bahan dan alat kerja pelayanan.

- Melaksanakan kegiatan pelayanan sesuai dengan

prosedur yang berlaku.

- Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan

pelayanan.

- Melaporkan hasil kegiatan kepada Penanggung Jawab

peiayanan.

l) Penanggungiawab Pustu, Poskesdes dan Polindes

- Menyiapkan bahan, dokumen dan kebijakan

perenc€rnaan kegiatan pelayanan.

- Menyusun Pedoman Kerja dan Prosedur Kerl'a.

- Menyusun perencanaan kegiatan, Rencanan Usulan

Kegiatan, Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan

Kerangka Acual Kegiatan.

- Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan.

- Melaksanakan evaluasi hasil kegiatan.

- Melaporkan kepada Kepala UPTD Puskesmas.

m) Pelaksana Pelayanan Pustu, Poskesdes dan Polindes

- Menyiapkan bahan dan alat kerja kegiataa.

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang

berlaku.

- Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan.

- Melaporkan hasil kegiatan kepada Penanggung

Jawab.

d. Struktur Organisasi, Pembina dan Pengawas serta Uraian

Tugas setelah Penerapan BLUD

l) Strulrhrr Organisasi

Dalam rangka penerapan Badan Layanal Umum Daerah

(BLUD), organisasi Puskesmas perlu disesuaikan

berdasarkan Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 79

Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Susunan organisasi dalam penerepan pola pengelolaan

keuangan, Pejabat Pengelola Badan Layarlan Umum Daerah

terdiri dari:
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a) Pemimpin BLUD

b) Pejabat Keuangan

c) Pejabat Teknis

Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati. Pemimpin BLUD Fuskesmas

bertalggung jawab terhadap Bupati, sedangkan Pejabat

Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada

Pemimpin BLUD Puskesmas.
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STRUKTUR ORGANISASI BLUD PUSKESMAS ATARI JAYA

Pemimpin BLUD LiPTD

Satuan Pengawas
Internal (SPI)

Bendahara
Penerima

Penata Usahaan

PelaksanaPelaksana

Kordinator
Kepegar,vaian

Perencanaan Pelaksana
Aplikasi

PJ Jaringan &
Jelaring

Kordinator

PJ UKM

Kordinator

Kordinator
Rumah Tangga

PJ UKP Kordinator
SIK

Kordinator
Keuangan

Pejabat KeuanganPejabat Teknis

Kordinator

Pelaksana

Bendahara
Barang/ASPAK

Bendahara
Pengeluaran

SDMK

Gambar 2. Bagan Saruktur Organisasi BLUD UPTD.Rrskesmas

l
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2) Uraiarr Tugas Pejabat Pengelola

Dari bagan tersebut terlihat bahwa struktur organisasi

BLUD UPID Puskesmas Kabupaten Konawe Selatan

terdiri dari:

a. Pemimpin BLUD dijabat oleh Kepala UPTD Puskesmas

b. Pejabat Keuangan dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata

Usaha

c. Pejabat Teknis dijabat oleh Penanggung Jawab

Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari:

1. Penanggung jawab Pelayanan Kesehatan Perorangan,

kefarmasian dan laboratorium meliputi:

a) Ruang Pendaftaran, Administrasi dan Rekam

Medis

b) Ruang Pemeriksaan Umum

c) Ruang Pemeriksaan Lanjut Usia ( Ruangan

tidak tersedia)

d) Ruang Konseling Gizi dan Sanitasi

e) Ruang Pemeriksaan MTBS / Anak

f) Ruang Pemeriksaan Gigi

g) Ruang Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak,

Keluarga Berencana dan Imunisasi

h) Ruang Pemeriksaan Penyakit Menular

i) RuangPemeriksaan Pre-Eklampsia

j) Ruang Pemeriksaan fVA, IMS-HIV

k) Ruang Imunisasi

1) Ruang Pelayanan Farmasi

m) Ruang Laboratorium

n) Ruang Pelayanan 24 Jarrr dan Gawat Darurat

o) Ruang Rawat Inap (Puskesmas Atari Jaya rawat

jalan)

p) Ruang PONED (puskesmas Atari Jaya bukan

Poned)

2. Penanggung Jawab Pelayanan Kesehatan Masyarakat

meliputi:

a) Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial
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b) Pelaksana Promosi Kesehatan

c) Pelaksana Kesehatan Lingkungan

d) Pelaksara Gizi

e) Pelaksana Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga

Berencana

- Pelaksana Deteksi Dini Tumbuh Kembang

- Pelaksana Keluarga Berencana

- Pelaksana Kesehatan Reproduksi

f) Pelaksana Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

g) Pelaksana Pencegahan Penyakit Tuberkulosis

h) Pelaksana Pencegahan Penyakit Kusta

i) Pelaksana Imunisasi

j) Pelaksana Surveilans

k) Pelaksana Pencegalran Penyakit Demam Berdarah

Dengue (DBD)

1) Pelaksana Pencegahan Penyakit Hepatitis

m) Pelaksana Pencegahan Penyakit ISPA/Diare

n) Pelaksana Pencegahan Penyakit HIV-AIDS

o) Pelaksana Pencegahan Penyakit Tidak Menular

(PTM)

p) Pelaksana Kesehatan Usia Lanjut (Usila)

qj Pelaksana Kesehatan Jiwa

r) Pelaksana Perawatan Kesehatan Masyarakat

s) Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

Pengembangan

- Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah

- Pelaksana Kesehatan Gig, dan Mulut

Masyarakat

- Peiaksana Kesehatan Tradisional dan

Komplementer

- Pelaksana Kesehatan Kerja dan Olah Raga

- Pelaksana Kesehatan Indera

- Pelaksana Kesehatan Matra/Haji (Belum

ada)

3. Penangung jawab Jaringan pelayanan dan jejaring

fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas:
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a) Puskesmas Pembantu

b) Ponkesdes

c) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan

Perubahan lainnya dari struldur organisasi UPTD

Puskesmas Kabupaten Konawe Selatan yang perlu

disesuaikan dengan ketentuan dalam penerapan BLUD

adalah sebagai berikut:

a. Penyebutan Pejabat Pengelola BLUD disesuaikan dengan

nomenklatur pemerintah daera-h setempat, sebagai

berikut:

1. Kepala UPTD Puskesmas sebagai Pemimpin BLUD,

2. Pejabat Keuangan direpresentasikan dengan jabatan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

3. Pejabat Teknis direpresentasikan dengan jabatan

Penanggung Jawab Upaya

b. Pemimpin BLUD dapat membentuk Satuan Pengawasan

Intern (SPI) dalam rangka meningkatkan sistem

pengawasan dan pengendalian internal Puskesmas

terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh

lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Pral<tik

Bisnis yang Sehat. Satuan Pengawas Internal dapat

direpresentasikan dengan Tim Manajemen Mutu

Puskesmas.

c. Adanya penambahan fungsi dalam penatausahaan

keuangan BLUD yaitu fungsi akuntansi, verifrkasi dan

pelaporan.

d. Pembina dan pengawas terdiri dari:

1. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pembina teknis BLUD Puskesmas adalah Kepala

Dinas Kesehatan sedangkan pembina keuangan

adalah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).

2. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal berkedudukan langsung di

bawah pemimpin BLUD.
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3. Dewan Pengawas

Pembentukan Dewan Pengawas ditakukan apabila

Puskesmas telah memenuhi persyaratan tentang

Dewan Pengawas yaitu:

a) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat ditetapkan sebanyak 3 (tiga)

orang untuk BLUD yang memiliki :

1) Reaiisasi Niiai Omset tahunan menurut laporan

realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp.

30.000.000.000.00 (tiga puluh miliar rupiah); atau

2) Nilai aset menurut neraca tahun teralhir sebesar

Rp 75.000.000.000.00 (tujuh puluh lima miliar

rupiah) sampai dengan Rp 200.0O0.000.000.00

(dua ratus miliar rupiah).

b) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana di

maksud pada ayat (1) ditetapkan 5 (lima) orang untuk
BLUD yang memiliki :

1) Realisasi Nilai Omset tahunan menurut laporan

realisasi anggar€rn tahun terakhir, lebih besar dari

Rp. 60.000.000.000.00 ( Enam puluh miliar

rupiah ); atau

2) Nilai aset menurut neraca tahun terakhir, lebih

besar dari RP. 200.000.000.00 ( dua ratus miliar

rupiah).

3) Tata Laksana

a. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas BLUD adalah satuan fungsional yang

bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan dan

pengendalian internal terhadap pengelolaan BLUD yang

dilakukari oleh pejabat pengelola sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, Dewan

Pengawas dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah.

1. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas

Keanggotaan Dewan Pengawas

a. Anggota Dewan Pengawas yang berjumlah 3

(tiga) orang dapat terdiri dari unsur-unsur:
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1) 1 (satu) orang pejabat Dinas Kesehatan yang

membidangi Puskesmas;

2) 1 (satu) orang pejabat Pendapatan, Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah;

3) 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan

kegiatan BLUD Puskesmas.

b. Anggota Dewan Pengawas yang beq'umlah 5 (lima)

oralg dapat terdiri dari unsur-unsur:

l) 2 (dua) orang pejabat Dinas Kesehatan yang

membidangi Puskesmas,

21 2 (&tal orang pejabat Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah,

3) 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan

kegiatan BLUD Puskesmas.

2. Tenaga ahli dapat berasal dari tenaga profesional

atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi,

kegiatan dan layanan BLUD Puskesmas.

3. Anggota Dewan Pengawas dapat diangkat menjadi

anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.

4. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan

setelah pengangkatan Pejabat Pengelola.

5. Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan

Pengawas, yaitu:

a. Sehat jasmani dan rohani;

b.Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan,

pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan

dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan

mengembangkan BLUD;

c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan

daerah;

d. Memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan

tungsi BLUD;

e. Menyediakan waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugasnya;

f. Berijazah paling rendah S- 1;

g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
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h. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan

Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan

bersalah menyebabkan badan usaha yang

dipimpin dinyatakan pailit;

i. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

j. Tidak sedalg menjadi pengums partai politik,

calon kepala daerah atau calon wakil kepala

daerah, dan/atau calon anggota legisiatif.

6. Masa Jabatan Dewan Pengawas

a. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas

ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat

diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan

berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60

(enam puluh) tahun.

b. Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas

sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh)

tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli

dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa

jabatan berikutnya.

c. Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh

Bupati Konawe Selatan karena:

1) Meninggal dunia;

2) Masa jabatan berakhir;

3) Diberhentikan sewaktu-waktu.

d. Anggota Dewan Pengawas diberhentikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c,

karena:

i) tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan

baik;

2) tidak melaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

3) terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD

Puskesmas;

4) Dinyatakan bersalah dalam putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap;
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5) Mengundurkan diri;

6) Terlibat dalam tindakan kecurangan yang

mengakibatkan kerugian pada BLUD

Puskesmas, negara dan/atau daerah.

7. Sekretaris Dewan Pengawas

a. Bupati/Walikota Konawe Selatan dapat

mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk
mendukung keiancaran tugas Dewan Pengawas.

b. Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan

anggota Dewan Pengawas.

8. Biaya Dewan Pengawas

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan

tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium

Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan

pada BLUD Puskesmas dan dimuat daiam Rencana

Bisnis Anggaran.

9. Pelaksanaan tugas Dewal Pengawas

Dewan Pengawas memiliki tugas:

a. Memantau perkembangan kegiatan BLUD;

b. Menilai kinerja keuangan maupun kinerja non

keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi

atas hasil peniiaian untuk ditindaklanjuti oieh

Pejabat Pengelola BLUD;

c. Memonitor tindak ianjut hasil evaluasi dan

penilaian kinerl'a dari hasil laporan audit

pemeriksa eksternal pemerintah;

d. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;

e. Memberikan pendapat dan saran kepada

Bupati/Walikota mengenai:

1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;

2) Permasalahan yarrg menjadi kendala dalam

pengelolaan BLUD; dan

3) Kineda BLUD.



- 32-

f. Penilaian kinerja keuangan diukur paling sedikit

meliputi:

1) Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari

layanan yang diberikan (rentabilitasl;

2) Memenuhi kewajiban jangka pendeknya

(likuiditas);

3) Memenuhi seluruh kewajibannya (soluabilitas);

dan

4) Kemampuan penerimaan dari jasa layalan

untuk membiayai pengeluaran.

g. Penilaian kineq'a non keuangan diukur paling

sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses

internal pelayanan, pembelajaran, dan

pertumbuhan;

h. Dewan Pengawas melaporkan tugasnya kepada

Kepala Daerah secara berkala paling sedikit 1

(satu) kali dalam satu tahun atau sewal<tu-walrhr

jika diperlukan.

b. Pemimpin BLUD

Dengan mengacu pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan Pasal 6 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018,

Kepala UPTD Puskesmas Atari Jaya bertindak sebagai

Pemimpin BLUD Puskesmas.

1. Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin BLUD

a) Pemimpin BLUD Puskesmas diangkat dan

diberhentikan oleh Kepala Daerah Konawe

Selatan

b) Pemimpin BLUD Puskesmas bertanggung jawab

kepada Kepala Daerah.

c) Pemimpin BLUD diangkat dari pegawai negeri

sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan

perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

d) BLUD Puskesmas dapat mengangkat pemimpin

BLUD dari profesional lainnya sesuai dengan
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kebutuhan, profesionalitas, kemampuan

keuangan dan berdasarkan prinsip elisiensi,

ekonomis dan produktif dalam meningkatkan

pelayanan.

e) Pemimpin BLUD Puskesmas yang berasal dari

tenaga profesional lainnya dapat dipekerjalan

secara kontrak atau tetap.

f) Pemimpin BLUD Puskesmas dari tenaga

profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan

paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat

kembali untk 1 (satu) kali periode masa jabatan

berikutnya jika paling tinggi berusia 60 (enam

puluh) tahun.

g) Standar Kompetensi Pemimpin BLUD Puskesmas

1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa.

2l Benjazah setidak-tidaknya Strata Satu (S-1)

dibidang Kesehatan.

3) Sehat jasmani dan rohani.

4) Mampu memimpin, membina,

mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan

Puskesmas dengan seksama.

5) Mampu melakukan pengendalian terhadap

tugas dan kegiatan Puskesmas sedemikian

rupa sehingga dapat berjalan secara lancar,

efektif, efisien dan berkelanjutan.

6) Cakap men5rusun kebijakan strategis

Puskesmas dalam meningkatkan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat.

7) Mampu merumuskan visi, misi, dan program

Puskesmas yang jelas dan dapat diterapkan,

diantaranya meliputi:

- Peningkatan kreativitas, prestasi, dan

akhlak mulia insan Puskesmas.

- Penciptaan suasana Puskesmas yang asri,

aman, dan indah.
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- Peningkatan kualitas tenaga medis,

paramedis dan non medis puskesmas.

- Pelaksanaan efektivitas, efisiensi, dan

akuntabilitas program.

2. Fungsi Pemimpin BLUD

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (21 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018, Pemimpin

BLUD mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab

umum operasional dan keuangan di Puskesmas.

Pemimpin BLUD bertindak selaku Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA)/Kuasa Pengguna Barang Puskesmas.

Dalam hal pemimpin BLUD tidak berasal dari

Pegawai Negeri Sipil maka pejabat keuangan ditunjuk
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa

Penggunan Barang.

3. Tugas Pemimpin BLUD

a) Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,

mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan

kegiatan BLUD agar lebih efisien dan

produktivitas;

b) Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD

serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan

yang telah ditetapkan Kepala Daerah;

c) Menyusun Rencana Strategis;

d) Menyiapkan RBA;

e) Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat

teknis kepada kepala daerah sesuai dengan

ketentuan;

f) Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan

kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah

ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangal;

g) Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD

yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat

teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal,
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serta menyampaikan dan

mempertanggunjawabkan kine{a operasional serta

keuangan BLUD kepada kepala daerah;

h) Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah

sesuai kewenangarlnya.

c. Pejabat Keuangan

Dengan mengacu pada Pasal 10 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Kepala Sub Bagian

Tata Usaha bertindak sebagai Pejabat Keuangan dan

berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan

puskesmas yang meliputi fungsi berbendaharaan, fungsi

akuntansi, fungsi verilikasi dan pelaporan.

l. Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Keuangan

a) Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati Konawe Seiatan.

b) Pejabat Keuangan bertanggung jawab kepada

Pemimpin BLUD Puskesmas.

c) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugasnya

dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan

Bendahara Pengeluaran,

d) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan

Bendahara Pengeluaran harus dijabat oieh

Pegawai Negeri Sipil.

e) Standard Kompetensi:

1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa.

2l Benjazah setidak-tidaknya D3.

3) Sehat jasmani dan rohani.

4) Cakap melaksanakan tugas sesuai dengan

tugas pokokdan fungsi jabatan sesuai dengan

peraturan perundang-undalgan yang berlaku.

5) Mempunvai kemampuan melaksanakan

administrasi kepegawaian

6) Mempunyai kemampuan melalsanakan

administrasi perkantoran.

7) Mempunyai kemampuan melaksanakan

adrninistrasi barang.
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8) Mempunyai kemampuan melaksanakan

administrasi rumah tangga.

9) Mempunyai kemampuan melaksanakan

administrasi penJ,usunan program dan laporan

2. Ttrgas Pejabat Keuangan BLUD

Selain melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub

Bagian Tata Usaha, Pejabat Keuangan BLUD

Puskesmas memiliki tugas sebagai berikut:

a) Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan

keuangan;

b) Mengoordinaskan peny'usunan RBA;

c) Menyiapkan DPA;

d) Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

e) Menyelenggarakan pengelolaan kas;

f) Melakukan pengeloiaan utang, piutang, dan

investasi;

g) Menyusun kebij akan pengelolaan barang milik

daerah yang berada di bawah penguasaannya;

h) Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan

laporan keualgan; dan

i) Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah

dan/atau pemimpin BLUD sesuai dengan

kewenangannya.

d. Pejabat Teknis.

Dengan mengacu pada Pasal 11 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Koordinator

Pelayanan Kesehatan bertindak sebagai Pejabat Teknis

dan berfungsi sebagai penanggung jawab teknis

operasional dan peiayanan di bidangnya.

1. Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis

a. Pejabat Teknis BLUD diangkat dan diberhentikan

oleh Kepala Daerah kabupaten Konawe Selatan

b. Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada

Pemimpin BLUD.
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c. Pejabat Teknis BLUD dapat terdiri dari pegawai

negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan

perjaljian kerja, sesuai dengan ketentuan

perundang undangan.

d. BLUD Puskesmas dapat mengangkat Pejabat

Teknis BLUD dari profesional lainnya sesuai

dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan

keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi,

ekonomis dan produktif dalam meningkatkan

pelayanan.

e. Pe-iabat Teknis BLUD Puskesmas yang berasal dari

tenaga profesional lainnya dapat dipeker.l'akan

secara kontrak atau tetap.

f. Pejabat Teknis BLUD Puskesmas dari tenaga

profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan

paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat

kembali untk 1 (satu) kali periode masa jabatal

berikutnya jika paling tinggi berusia 60 (enam

puluh) tahun.

g. Pengalgkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis

BLUD yang berasal dari pegawai negeri sipil

disesuaikan dengan ketentuan perundangan-

undangan di bidang kepegawaian.

h. Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan

Pejabat Teknis BLUD ditetapkan berdasarkan

kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yarrg

sehat. Kompetensi merupakan kemampuan dan

keahlial yang dimiliki oleh Pejabat Teknis BLUD

berupa pengetahuan, keterampiian dan sikap

perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan

tugas. Kebutuhan praktik bisnis yang sehat

merupakan kesesuaian ar.tara kebutuhan jabatan,

kualitas dan kualilikasi dengan kemampuan

keuangan BLUD.
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2. Standar Kompetensi:

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa.

b. Berijazah setidak-tidaknya D3.

c. Sehat jasmani dan rohani.

d. Cakap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi jabatan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang beriaku.

e. Menguasai secara umum tentang segala fasilitas

dan

pelayanan UPTD Puskesmas.

f. Menguasai pedoman pelayanarr, prosedur

pelayanan dan standar pelayanan sesuai dengan

bidang tugasnya.

g. Memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan

mutu pelayanan Puskesmas.

3. Tugas Pejabat Teknis

Selain melaksanakan tugas koordinasi pelaksanaan

pelayanan medis dan pelaksanaan pelayanan

kesehatan masyarakat, tugas Pejabat Teknis

berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi,

peningkatan kualitas SDM dan peningkatan sumber

daya lainnya. Adapun Pejabat Teknis BLUD

Puskesmas mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Men)'usun perencanaan kegiatan teknis

operasional dan pelayanan di unit ke{anya;

b. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan

pelayanan berdasarkan RBA;

c. Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis

operasional dan pelayanan di unit kerjanya; dan

d. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah

dan/atau pemimpin BLUD sesuai dengan

kewenangannya.
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e. Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Pemimpin BLUD Puskesmas dapat membentuk Satuan

Pengawasan Internal yang merupalan aparat internal
puskesmas untuk pengawasan dan pengendalian

internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan

pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan

Praktek Bisnis Yang Sehat.

Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang

ketua yang bertanggung jawab secara langsung di bawah

Pemimpin BLUD Puskesmas, dengan

mempertimbangkan:

1. Keseimbangan antara manfaat dan beban;

2. Kompleksitas manajemen; dan

3. Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Satuan Pengawasan Internal terdiri dari tim audit bidang

administrasi dan keuangan, tim audit bidang pelayanan

medis, serta tim audit bidang kesehatan masyarakat

sesuai dengan kebutuhan puskesmas.

Satuan Pengawasan Internal melaksanakan audit

secara rutin terhadap seluruh unit kerja di lingkungan

puskesmas meliputi bidang administrasi dan keuangan,

bidang peiayanan medis, dan bidang kesehatan

masyarakat.

1. Persyaratan untuk dapat diarrgkat menjadi Satuan

Pengawas Internal Puskesmas :

a) Sehat jasmani dan rohani;

b) Memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur,

perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk

memajukan dan mengembangkan BLUD;

c) Memahami penyelenggaraan pemerintahan

daerah;

d) Memahami tugas dan fungsi BLUD;

e) Memiliki pengalamar teknis pada BLUD;

fl Benjaz,ah paling rendah D3;

g) Pengalarnan kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
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h) Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan

paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat

mendaftar pertama kali;

i) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak

pidana yang merugikan keuangan negara atau

keuangan daerah;

j) Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

k) Mempunyai sikap independen dan obyektif.

2. Fungsi Satuan Pengawas Intemal

a) Membantu Pemimpin BLUD Puskesmas dalam

melakukan pengawasan internal puskesmas.

b) Memberikan rekomendasi perbaikan untuk
mencapai sasaran puskesmas secara ekonomis,

efisien, dan efektif.

c) Membantu efektivitas penerapan pola tata kelola

di puskesmas.

d) Menangani permasalahan yang berkaitan dengan

indikasi teriadinya KKN (Kolusi, Korupsi, dan

Nepotisme) yang menimbulkan kerugian

puskesmas sama dengan unit kerja terkait.

3. Tugas Satuan Pengawasan Internal

Tugas Satuan Pengawas Internal adalah membantu

manajemen Puskesmas untuk:

a) Pengamanan harta kekayaan;

b) Menciptakan a lorrasi sistem informasi keualgan;

c) Menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan

d) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.

4, Kewenangal Satuan Pengawas Internal:

a) Mendapatkan akses secara penuh dan tidak

terbatas terhadap unit-unit kerja puskesmas,

aktivitas, catatan-catatan, dokumen, personel,

aset puskesmas, serta informasi relevan iainnya

sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh

Pemimpin BLUD Puskesmas.



-4t-

b) Menetapkan ruang lingkup kerja dan

menerapkan teknik-teknik audit yang diperlukan

untuk mencapai efektivitas sistem pengendalian

internal.

c) Memperoleh bantuan, dukungan, maupun

kerjasama dari personel unit kerja yang terkait,

terutama dari unit kerja yang diaudit.

d) Mendapatkan kerjasama penuh dari seluruh

unsur Pejabat Pengelola Puskesmas, tanggapan

terhadap laporan, dan langkah-langkah

perbaikan.

e) Mendapatkan dukungan sumberdaya yang

memadai untuk keperluan pelaksanaan

tugasnya.

I) Mendapatkan bantuan dari tenaga ahli, baik dari

dalam maupun luar puskesmas, sepanjang hal

tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

f. PegawaiBLUD

1. Pegawai BLUD menyelenggarakan kegiatan untuk

mendukung kinerja BLUD.

2. Pegawai BLUD berasal dari Pegawai Negeri Sipil

dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Pegawai BLUD dapat diangkat dari tenaga profesional

lainnya sesuai dengan kebutuhal profesionalitas,

kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip

efisiensi, ekonomis dan produlrtif dalam

meningkatkan pelayanan.

4. Pegawai BLUD dari tenaga profesional lainnya dapat

dipekerjakan secara kontrak atau tetap dan

dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi

yang telah disetujui BPPKAD.
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5. Pengangkatan dan penempatan pegawai BLUD

berdasarkan kompetensi yaitu pengetahuan,

keahlian, ketrampilan, integritas, kepemimpinan,

pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang

diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai

dengan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

B. PROSEDURKERJA

Prosedur ke{a dalam tata kelola Puskesmas menggambarkan

pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi

dalam organisasi. Prosedur kerja puskesmas dalam rangka

memberikan pelayanan kepada masyarakat baik pelayalanan

kesehatan perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat

dituangkan dalam bentuk Standar Operating Prosedur (SOP)

pelayanan kesehatan, pelayanan penunjang kesehatan serta

pelayanan manajemen, meliputi:

1. Ruang Pendaftaran, Administrasi dan Rekam Medis

2. Ruang Pemeriksaan Umum

3. Ruang Pemeriksaan Lanjut Usia (Ruangan tidak tersedia)

4. Ruang Konseling Gizi dan Sanitasi

5. Ruang Pemeriksaan MTBS/Anak

6. Ruang Pemeriksaan Gigi

7. Ruang Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana

dan Imunisasi

8. Ruang Pemeriksaan Penyakit Menular

9. Ruang Pemeriksaan IVA, IMS-HIV

10. Ruang Pemeriksaan Pre-Eklampsia

11. Ruang Imunisasi

12. Ruang Pelayanan Farmasi

13. Ruang Laboratorium

14. Ruang Pelayanal 24 jarl: dan Gawat Darurat

15. Ruang Rawat Inap (Puskesmas Atari Jaya Rawat Jalan)

16. Ruang PONED (Puskesmas Atari Jaya bukan PONED)
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SOP diusulkan oleh pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan

kemudian ditetapkan oleh Kepala UPTD Puskesmas/Pemimpin

BLUD. SOP tersebut kemudian disosialisaikan kepada pihal<-pihak

terkait baik internal maupun eksternal. SOP yang telah disusun

dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat dibuat SOP baru atau

revisi jika diperlukan.

Jenis-jenis SOP yang berlaku di Puskesmas Atari Jaya lebih

lengkap dicantumkan pada Lampiran. Selain melalui SOP,

mekanisme kerja pelayanan di Puskesmas Atari Jaya digambarkan

juga dalam Alur Pelayanan yaitu:

1. Alur Pelayanan Pendaftaran

2. Alur Pelayanan Pemeriksaan Umum

3. Alur Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut

4. Alur Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

5. Alur Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit

6. Alur Pelayanan Skrining Pre Eklampsia

7. Alur Pelayanan Ruang Pelayanan Lanjut Usia ( Ruangan tidak

tersedia)

8. Alur Pelayanan Kamar Obat

9. Alur Pelayanan Laboratorium

10. Ruang Pelayanan 24 jam dan Gawat Darurat

11. Ruang Rawat inap

12. Ruang PONED
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DIAGRAM ALUR PROSEDUR PELAYANAN

UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA

1. Alur Pelayanan Pendaftaran

Mengambil NomorPasien

Loket Pendaftaran

Menunjukan identitas :

1. Menunjukan Kartu Berobat
2. Kartu Jaminan Kesehatan
3. Kartu Keluarga dan atau KTP

Menyampaiakn Tujuan
Kunjungan

Membayar Retribusi Sesuai
PERDA

Menerima Kembali Kartu Yang
Ditunjukan Dari Petugas Loket

Ruang Tunggu Pada
Ruang Pelayanan

Yang Dituju
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2. Alur Pelayanan Pemeriksaan Umum

Konseling
Terpadu

Poli TB

Pendaftaran

Pengkajian

Poli Umum

Laboratorium Ruang
Tindakan

I

Pulang

3. Alur Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut

Tindakan

Ruang Farmasi

Pasien Datang

Loket Pendaftaran

Pemeriksaan

Ruang Obat
Rujuk

Pasien PulangPoli umum, Poli Anak,
Laboratorium

->
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4. Alur Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Apotek

Pulang

5. Alur Pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit

Rumah Sakit

Apotik Pulang

->

Pasien datang

Loket

Pasien Menunggu

Rujukan
Interna.l

Pelayanan
Diruang KIA-KB

Rujukan
Eksternal

1. Lababoratorium
2. Poli cigi
3. Poli Umum
4. Klinik cizi

Ruang
Pendaftara

Ruang
Pelayanan MTBS

Poli Umum,
Poli Klinik Terpadu
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6. Aiur Pelayalan Skrining Pre Eklampsia

7. Alur Pelayalan Kamar Obat

R. Pelavanan MTBS

R.Pelanan IVA

R- Pel. he.Eklamsi

R. UCD

R-Pelavanan KIA

-}'

ipi
iui
iti
lui
Ini
Icl

R.KIA

R. Pendaftaran

Kamar
Obat

Pularg

Kamar
Obat

Motivasi
Kunjurlgsn

Ulang

LAB
(Albumin)

Rusrg
Pelayanan Slsining

PE

KIE Hasit
Skrining

Ruang.
Pelayanan
SLrining

PE
(Pe@ Rot,

Map, Bml

Positif

Konsul
Dokter

Rujuk

Pasien Dataog Penyerahan
obat dan
disertai PIO
kepada
pasienHub.Dokter

Rescp
Diperiksa
dan
Petugas

menyiap

Resep Kffang
Jclas

Resep

Lengka
Petugas

Melakuk
an
Skrining
Resep

Pasien
Memtra

r€sep

Ke
ADotik

Petugas

melakuka
n double
check
jeds,atura
n pakai

serta label

Pengambilan
obat dan
pemberian

ctiket

Penyerahan
obat dan
disertai PIO
kepada
pasien

t oket/ Pendaftaran

1. R. Pelayana!
Umum

2. Pelayanan KIA
3. Pelayanan

MTBS
4. Pelayarar

Lansia
5. Pelayanan Gigi
6. Pelal.anan IVA
7. Pelayanan PE
8. R UGD

Negatif
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8. Alur Pelayanan Laboratorium

Pasien datang

Proses
pendaftaral

RuangPeriksa
1. Poli Umum,
2. Poli Gigi
3. Poli KLA/KB
4. UGD
5. Ruang Bersalin

Ruang Laboratorium

Pengambilan / Penerimaan
Spesimen

Pemeriksaan

Validitas Hasil
Pemeriksaan Oleh

Penanggung Jawab
Laboratorium

Pengambilan Hasil

Pasien Pulang
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9. Alur Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam

Pasien datang

Triase

UGD

Pasien Belum
Membaik

Pasien Masuk

Administrasi

Rujuk Pulang
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10. Alur Pelayanan Ruang Bersalin 24 Jam

Pasien Datalg

Ruang Bersalin

Proses Pemeriksaan
Bidan

Konsul Dokter

Patologi Normal

Rujuk

Komplikasi

Pasien Pulang

Tindakan Persa-linan

Observasi Nifas

Adminitrasi
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I 1. Alur Pelayanan Ruang Rawat Inap

C. PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pengelompokan fungsi Puskesmas Plangga menggambarkan

pembagian yalg jelas dan rasiona,l antara fungsi pelayanan dan

fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalial intern

dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi. Dari uraian struktur

organisasi tersebut di atas, tergambar bahwa organisasi puskesmas

telah dikelompokkan sesuai dengan fungsi sebagai berikut:

PA'IEN DATANC

PA'IEN BETUM

MEMBAIK

UGD

RAWAT

INAP

PA'IEN

MEMBAIH

ADMINI'TRA'I

PUTANGRU'UK

TRIA'E
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1. Telah dilakukan Pemisahan fungsi yang tegas antara Dewan

Pengawas dan Pejabat Pengelola BLUD yang terdiri dari Pemimpin

BLUD, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.

2. Pembagran fungsi pelayanan kesehatan, fungsi penunjang

pelayanan kesehatan dan fungsi penyelenggaraan administrasi.

3. Pembagian tugas pokok dan kewenangan yang jelas untuk
masing masing fungsi dalam organisasi yang ditetapkan melalui

keputusan Kepa1a Puskesmas.

4. Fungsi audit intemal di lingkungan Puskesmas dengan

membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI).

Fungsi Organisasi Puskesmas dijabarkan sebagai berikut:

l Fungsi pelayanan kesehatan (service)

Fungsi pelayanan di puskesmas dijalankan oleh penanggung

jawab dan pelaksana kegiatan UKM dan UKP sebagai berikut:

a. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial

1) Upaya promosi kesehatal

2) Upaya gizi masyarakat

3) Upaya kesehatan lingkungan

4) Upaya pencegahan dan pengendalian penyalit

a) P2 Tuberkulosis

b) P2 kusta

c) Imunisasi

d) Surveilans

e) P2 Demam Berdarah Dengue

f) V2 Malaria

C) P2 Filariasis

h) P2 Campak

1l V2 Infeksi Saluran Pernafasan Akut & Diare

I V2 HIV-ArDS

k) P2 Hepatitis

ll V2 Tidak Menular/PTM

m) Kesehaan lanjut usia

n) Kesehatan jiwa

5) Upaya kesehatan ibu dal anak

a) KeluargaBerencana/KB

b) KesehatanReproduksi

c) Deteksi Dini Tumbuh Kembang
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6) Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

1) Upaya kesehatan sekolah (UKS)

2l Kesehatan glgr dan mulut masyarakat

3) Kesehatan tradisional dan komplementer

4\ Kesehatan ke{a dan ola}r raga

5) Kesehatan indera

c. Upaya Kesehatan Perorangan

1) Pelayanan pendaftaran dan administrasi

2l Pelayanan pemeriksaan umum

3) Pelayanan pemeriksaan lanjut usia

4l Pelayanan konseling gSzi dan sanitasi

5) Pelayanan pemeriksaan MTBS/Anak

6) Pelayanan pemeriksaan gigi

7l Pelayanan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak dan

rmunlsasl

8) Pelayanan KeluargaBerencana/KB

9) Pelayanan pemeriksaan IVA dan IMS-HIV

10) Ruang Pelayan an 24 Jam dan Gawat Darurat

11) Ruang Rawat Inap

121 RuangPONED

2. Fungsi Penyelenggaraan Administrasi

Fungsi penyelenggaraan administrasi dilaksanakan oleh sub

bagian tata usaha meliputi kegiatan:

a. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian

b. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan

c. Penyelenggaraan pengelolaan barang, sarana dan prasarana

termasuk gedung dan kendaraan ambulans

3. Fungsi Pendukung/Penunjang

Fungsi pendukung/penunjang di puskesmas dilaksanakan oleh

penanggung jawab dan pelaksana:

a. Laboratorium dan pemeriksaan penunjang

b. Kefarmasian dan obat-obatan

c. Pengelolaan alat kesehatan/kedokteran
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D. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan pengaturan

dan pengambilan kebijakan yang jelas, terarah dan

berkesinambungan mengenai sumber daya manusia pada suatu

organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik pada jumlah

maupun kualitas yang paling menguntungkan sehingga organisasi

dapat mencapai tujuan secara efisien,efektif, dan ekonomis.

Organisasi modern menempatkan kar5rawan pada posisi

terhormat yaitu sebagai aset berharga (brainware) sehingga perlu

dikelola dengan baik mulai penerimaan, selama altif bekerja

maupun setelah purna tugas.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Kesehatan ( SDMK ) Meliputi :

No
Jenis

Tenaga
Jumlah

Status
(ASN)

Standar
Kebutuha
n Minimal
(PMK 43

THN 2019)

Perhitungan
Analisis

Beban Kerl'a
(PMK 33

THN 2015

Kondisi Ideal
yang di

butuhkan
sesuai ABK

Tenaga Kesehatarr

1

Dokter
dan/ atau
do}<ter layanan
primer

0 o 2 2 ( -2)

2 Dokter gigi 0 0 1 1 ( 1 )

Perawat ASN 5 T4 t4l
4 Bidan t4 ASN 4 18 (-4)

5

Tenaga
promosi
kesehatan dan
ilmu perilaku

l o 1 1 o

6

Tenaga
sanitasi
lingkungan

o o I o ( -1)

Nutrisionis 2 ASN 1 2 o

8

Tenaga
apoteker
dan/atau
tenaga teknis
kefarmasian

1 0 1 1 0

9

Ahli teknologi
laboratorium
medik

o o 1 1 ( -1)

10

Administrasi
Kebijakan
Kesehatan

o 0 I 0 ( )1

I

I

I

I

i

I

I

I

I

I

I

I

10

I

I

I
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1. Perencanaan Pegawai

Perencanaan Pegawai merupakan proses yang sistimatis dan

Strategis untuk memprediksi kondisi Jumlah PNS atau Non PNS

jenis Kualifikasi, keahlian dan kompetensi yang diinginkan

dimasa depan melalui Analisis Beban Kerja dan diharapkan dapat

melaksanakan tugas dengan baik agar pelayanan di Puskesmas

dapat lebih baik dan hasilnya meningkat

11
Epidemiologi
Kesehatan

1 0 i 1 o

t2 Perawat Gigi 0 0 1 1 (-l )

13
Perekam
Medis

o 0 i 0 (-1 )

Tenaga Non Kesehatan

t4
Tenaga sistem
informasi
kesehatan

0 0 1 o 0

15

Tenaga
administrasi
keuarrgan

0 0 1 0 0

Tenaga
ketatausahaan

o 0 1 0 0

L7 Pekarya 0 0 1 0 0

18

Pengelolah
sistem Data
Teknologi
Informasi

o o o 2

Sesuai
Permenpan
1 103 Tahun

202r

Penata
Layanan
Kesehatan

o ASN 0 2

Sesuai
Permenpan
1 103 Tahun

202r

20
Pengadministr
asl
Perkaltoran

0 0 0 0

Sesuai
Permenpan
1 103 Tahun

2021

2l
Asisten
Pengelola obat
dan makanan

o 0 0 1

Sesuai
Permenpan
1103 Tahun

202t

27

Penata
Layanan
Operasional

0 ASN 0 2

Sesuai
Permenpan
1103 Tahun

2021

Jumlah oo a< 49

I

I

I

I

16

19
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2. Pengangkatan Pegawai

Pola rekruitmen SDM baik tenaga medis, paramedis maupun non

medis pada UPTD Puskesmas Atari Jaya Kabupaten Konawe

Selatan adalah sebagai berikut:

a. SDM yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pola rekruitmen SDM yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil

(PNS) di UPTD Puskesmas Atari Jaya Kabupaten Konawe

Selatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemndangan-

undangan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Konawe Selatan.

b. SDM yang berasal dari Tenaga Profesiona,l Non-ASN.

Pola rekruitmen SDM yang berasal dari tenaga profesional

non-ASN dilaksanakan sebagai berikut:

1) Pengangkatan pegawai berstatus Non ASN dilakukan

sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan

keuangan dan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis

dan produktif dalam rangka peningkatan pelayanan.

2) Rekruitmen SDM dimaksudkan untuk mengisi formasi yang

lowong atau adanya perluasan organisasi dan perubahan

pada bidang-bidang yang sangat mendesak yang proses

pengadaannya tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah

Kabupaten/ Kota.

3) Jumlah dan komposisi pegawai Non ASN telah disetujui oleh

BPPKAD

4) Tujuan rekruitmen SDM adalah untuk menjaring SDM yang

profesional, jujur, bertanggung jawab, netral, memiliki

kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan yang akan

diduduki sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan serta

mencegah terjadinya unsur KKN (kolusi, korupsi, dan

nepotisme) dalam rekruitmen SDM.

5) Rekruitmen SDM dilakukan berdasarkan prinsip netral,

objektif, akuntabel, bebas dari KKN serta terbuka.

6) Mekanisme pengangkatan pegawai berstatus Non ASN

lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati Konawe

Selatan
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7) Pengangkatan dan penempatan pegawai BLUD berdasarkan

kompetensi yaitu pengetahuan, keahlian, ketrampilan,

integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap

perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan

sesuai dengan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

c. Penempatan Pegawai

Penempatan pegawai BLUD berdasarkan kompetensi yaitu

pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas,

kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang

diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai dengan

kebutuhan Prattek Bisnis Yang Sehat.

d. Sistem Remunerasi

1) Pengaturan Remunerasi

Pejabat pengelola BLUD dan Pegawai BLUD dapat diberikan

remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan

profesionalisme. Komponen Remunerasi meliputi:

a) Gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap

setiap bulan;

b) Tunjangar tetap yaitu imbalan keq'a berupa uang yang

bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;

c) Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yarrg bersifat

tambahan pendapatan di luar gaji;

d) Bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang

yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji,

tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi ke{a yang

dapat diberikan 1 (satu) kali dala 1 (satu) tahun

anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;

e) Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan

purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan;

dan/ atau

f) Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

2) Pengaturan Remunerasi ditetapkan oleh Bupati/Walikota

berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin

BLUD dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas,

kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kine{a dan dapat

memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
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3) Bupati/Walikota dapat membentuk tim pengaturan

remunerasi yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:

a) Dinas Kesehatan;

b) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah;

c) Perguruan Tinggi; dan

d) l,embaga Profesional.

4) Indikator Remunerasi meliputi:

a) Pengalaman dan masa kerja;

b) Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;

c) Risiko kerja;

d) Tingkat kegawatdaruratan;

e) Jabatan yang disandang; dan

f) Hasil/capaian kinerja.

5) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola meliputi:

a) Bersilat tetap berupa gaji;

b) Bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan

bonus atas prestasi kerja; dalr

c) Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian

kerja dan profesional lainnya serta pensiun bagi Pegawai

Negeri Sipil.

6) Indikator tambahan brgi remunerasi pemimpin BLUD

mempertimbangkan faktor:

a) Ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat

pelayanan serta produktivitas;

b) Pelayanan sejenis;

c) Kemampuan pendapatan; dan

d) Kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan,

pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

7) Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis

ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh

persen) dari remunerasi pemimpin.

8) Remunerasi bagi Pegawai meliputi:

a) Bersifat tetap berupa gaji;

b) Bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan

bonus atas prestasi kerja; dan
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c) Pesangon bagi psgz*ri Pemerintah dengan pefanjian

kerja dan profesional lainnya serta pensiun bagi Pegawai

Negeri Sipil.

9) Remunerasi bagi Dewan Pengawas berupa honorarium

sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan

diberikan setiap bulan. Honorarium Dewan Pengawas

sebagai berikut:

a) Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak

sebesar 407o (empat puluh persen) dari gaji dan

tunjangan pemimpin;

b) Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak

sebesar 360/o (tiga puluh enam persen) dari gaji dan

tunjagan pemimpin; dan

c) Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak

sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan

pemimpin.

10) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun bagi PNS sesuai

dengan peraturan perundang-undangan

e. Suksesi Manajemen/Jenjang Karir

Kepala Puskesmas mengusulkan persyaratan jabatan dan

proses seleksi untuk jabatan tertentu sesuai dengan

kebutuhan Puskesmas dalam menjalankan strategi.

1) Penetapan persyaratan jabatan dan proses seleksi untuk
jabatan tersebut diatas harus dilaporkan kepada Kepala

Daerah melalui kepala dinas.

2l Kepala Puskesmas mengusulkan program pengembangan

kemampuan pegawai Puskesmas baik fungsional maupun

struktural secara transparan

f. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Program pengembangan sumber daya manusia Puskesmas

lima tahun ke depan diarahkan pada pemenuhan jumlah SDM

agar berada pada rasio yang ideal. Selain itu, pengembangan

sumber daya manusia juga diarahkan agar memenuhi

kualifftasi SDM sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku agar pelayanan kesehatan kepada

pasien/masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.
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Program pengembangan SDM pada UPTD Puskesmas Atari

Jaya Kabup atefl /Kola Konawe Selatan dijabarkan sebagai

berikut:

1) Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi terpercaya

dalam rangka memenuhi tenaga medis dan paramedis

sesuai dengan kebutuhan puskesmas.

2) Mengembangkan tenaga medis dan paramedis yang

potensial ke jenjang pendidikan yang iebih tinggi, baik di

dalam maupun di luar negeri.

3) Merintis kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada

pengembangan kemampuan SDM baik tenaga medis,

paramedis maupun administrasi melalui kegiatan

penelitian, kegiatan ilmiah, diskusi panel, seminar,

simposium, lokakarya, pelatihan / diklat, penulisan buku,

studi banding, dil.

4) Meningkatkan standar pendidikan tenaga administratif
yang potensial, terutama ke jenjang Diploma III dan S 1 .

g. Pemutusan Hubungan Kerja

1) Hubungan kerja antara Puskesmas dan Pegawai dapat

berakhir karena satu atau lebih sebab-sebab berikut:

a) Pegawai diberhentikan dengan hormat antara lain:

1. Meninggai dunia

2. Atas permintaan sendiri

3. Mencapai batas usia pensiun

4. Tidak cakap jasmani dan atau rohani

5. Adanya penyederhanaan organisasi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

b) Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat:

1. Melakukan usaha dan atau kegiatan yang bertujuan

mengubah Pancasila dan Undang-undang Dasar

1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan

kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah.
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2. Dipidana penjara atau kurungan berdasarkan

ketentuan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap, karena melalukan

suatu tindak pidana kejahatan yang ada maupun

tidak ada hubungannya dengan jabatan.

c) Batas Usia Pensiun sebagai berikut:

1. Batas usia pensiun bagr PNS termasuk yang

memangku jabatan Dokter yang ditugaskan secara

penuh pada unit pelayanan kesehatan sesuai

peraturan perundang-undangan.

2. BagS Pegawai yang memiliki keahlian tertentu yang

dibutuhkan Puskesmas sebagaimala angka 1, dapat

diperpanj ang setiap tahun.

3. Keahtan pada angka 2 tersebut ditentukan oleh

Kepala Puskesmas.

4. Apabila te{adi penyederhanaan organisasi, Pegawai

dapat diberhentikan dengan hormat setelah

mendapat persetujuan Kepala Puskesmas.

5. Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat,

tidak mendapat hak hak kepegawaian.

6. Setiap proses pemutusan hubungan ke{a akan

diiaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan-

ketentuan kepegawaian yang berlaku.

E. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Struktur Anggaran

Struktur anggaran BLUD Puskesmas terdiri dari:

a. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD terdiri dari:

1) Jasa Layanan

Jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh langsung oleh

puskesmas dari jasa layanan yang diberikan kepada

masyarakat. Jasa layanan puskesmas diperoleh dari jenis

layanan yang diberikan kepada pasien yang berkunjung

atau mendapatkan pelayanan kesehatan puskesmas

meliputi:
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kunjungan loket, konsultasi, pemeriksaan, tindakal dan

pemeriksaan penunjang. Komponen jasa layanan

puskesmas meliputi: jasa sarana dan jasa pelayanan yang

ditetapkan dalam tarif layanan.

2) Hibah

Pendapatan hibah diperoleh puskesmas dari masyarakat

atau badan lain yang bersifat terikat atau tidak terikat.

Pendapatan dari hibah yang bersifat terikat, digunakan

sesuai dengan tujuan pemberi hibah, sesuai dan selaras

dengan tujuan puskesmas, sebagaimana tercantum dalam

naskah perj anj ian hibah.

3) Hasil kerjasama dengan pihak lain

Pendapatan hasil kerjasama diperoleh puskesmas dari hasil

kerjasama dengan pihak lain.

4)APBD

Pendapatan puskesmas dari APBD diperoleh dari alokasi

DPA APBD untuk puskesmas seperti anggaran operasional

puskesmas serta honor subsidi dan non subsidi

puskesmas.

5) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah

Pendapatan lain-lain yang sah meliputi:

a) Jasa giro;

b) Pendapatan bunga;

c) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata

uang asing;

d) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat

dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau
jasa BLUD;

e) Investasi;

f) Pengembangan usaha. Pengembangan usaha

dilal<sanakan dengan cara pembentukan unit usaha

yang merupak66 fagran dari puskesmas yang bertujuan

untuk peningkatan dan pengembangan layanan.
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Pendapatan BLUD dilaksanakan melalui rekening kas

BLUD puskesmas dan dikelola langsung untuk membiayai

pengeluaran puskesmas sesuai RBA kecuali yang berasal

dari hibah yang terikat.

b. Belanja BLUD

Belanja BLUD puskesmas terdiri dari:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi mencakup seluruh belanja untuk

menjalankan tugas dan fungsi meliputi:

a) Belanja pegawai;

b) Belanja barang dan jasa;

c) Belanja bunga dan belanja lainnya.

2) Belanja Modal

Belanja modal mencakup seluruh belanja untuk perolehan

aset tetapdan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari

12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan

puskesmas.

Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan

dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan,

belanja irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

c. Pembiayaan BLUD

Pembiayaan BLUD Puskesmas adalah semua penerimaan

yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan

diterima kembali, baik pada tahun €rnggaran yang

bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Jenis pembiayaan meliputi:

1) Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan puskesmas meliputi:

a) Sisa lebih perhitungan €rnggaran tahun anggaran

sebelumnya;

b) Divestasi;

c) Penerimaan utang/ pinjaman.

2) Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan meliputi:

a) Investasi;

b) Pembayaran pokok utang/ pinjaman.
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2. Perencanaan dan Penganggaran BLUD

Puskesmas merencanakan €rnggaran dan belanja BLUD dengan

men)'usun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang mengacu

kepada Renstra puskesmas. RBA puskesmas disusun

berdasarkan:

a. Anggaran berbasis kinerja, yaitu analisis kegiatan yang

berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan

dana secara efisien.

b. Standar satuan harga, merupakan harga satuan setiap unit
barang/jasa yang berlaku di Pemerintah Daerah.

c. Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang

diperkirakan al<an diperoleh dari layanan yang diberikan

kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain

dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan

BLUD lainnya. Belanja dirinci menjadi belanja modal dan

belanja operasi.

Penl'usunan RBA puskesmas meliputi:

a. Ringkasan pendapatan dan belanja.

b. Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang

merupakan rencana angg€rr€ur untuk seluruh kegiatan

tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin

dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.

c. Perkiraan harga, merupakan estimasi harga jual produk

barang/jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan

tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dalam Tarif

Layanan.

d. Besaran persentase ambang batas, yaitu besaran persentase

perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional

yang diperkenankan dan ditentukan dengan

mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

e. Perkiraan najulforward eshmate, yaitu perhitungan

kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari

tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan

program dan kegiatan yang yang telah disetujui dan menjadi

dasar penyusunan anggar€rn tahun berikutnya.
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RBA Puskesmas mengarut pola anggaran fleksibel dengan suatu

presentase ambang batas. RBA juga disertai Standar Pelayanan

Minimal.

Konsolidasi perencanaan anggaran BLUD puskesmas dalam

APBD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan, hibah, hasil

kerjasama dan pendapatan lain yang sah, dikonsolidasikan ke

dalam RKA puskesmas pada akun pendapatan daerah pada

kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis

lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek

pendapatan dari BLUD;

b. Belanja BLUD yang sumber dalanya berasal Pendapatan

BLUD (1'asa layanan, hibah, hasil kerjasama dan pendapatan

lain yang sah) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

BLUD dikonsolidasikan ke dalam RKA puskesmas pada akun

belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu)

program, 1 (satu) kegiatan, I (satu) output dan jenis belanja.

Belanja BLUD tersebut dialokasikan untuk membiayai

program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan

pendukung pelayanan;

c. Pembiayaan BLUD dikonsolidasikan ke dalam RKA

Puskesmas yang seianjutnya dikonsolidasikan pada akun

pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

selaku Bendahara Umum Daerah;

d. BLUD Puskesmas dapat melakukan pergeseran rincian

belanja sepanjang tidak melebihi pagu anggaral dalam jenis

belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada

PPKD;

e. Rincian beianja dicantumkan dalam RBA.

3. Ketentuan konsolidasi RBA dalam RKA sebagai berikut:

a. RBA dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA

puskesmas.

b. RKA beserta RBA disampaikan kepada PPKD sebagai bahan

pen5rusunan r€rncangan peraturan daerah tentang APBD.

c. PPKD menyampaikan RKA beserta RBA kepada tim anggaran

pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.
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d. Hasil penelaahan antara lain digunakan sebagai dasar

pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

e. Tim anggar€rn menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang

telah dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan

dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang

selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang

APBD.

f. Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA

mengikuti tahapan dan jadwal proses pen5rusunan dan

penetapan APBD dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Kepala Daerah.

4. Pelaksanaan Anggaran

Tahapan pelaksanaan anggaran BLUD puskesmas meliputi

ketentuan sebagai berikut :

a. Puskesmas menyusun DPA BLUD berdasarkan peraturan

daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD. DPA

memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD.

b. PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksana€rn .rnggar€rn

BLUD.

c. DPA yang telah disahkan PPKD menjadi dasar pelaksanaan

anggErran yang bersumber APBD yang digunakan untuk

belanja pegawai, beianja modal dan beianja barang dan/atau

jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan anggarannya

dilakukan secara berkala sesuai dengal kebutuhan yalg

telah ditetapkan dengan memperhatikan €rnggaran kas dalam

DPA memperhitungkan: jumlah kas yang tersedia, proyeksi

pendapatan dan proyeksi pengeluaran. Pelaksanaan anggaran

dilengkapi dengan melampirkan RBA.

d. DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi perjanjian kinerja

yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota. Perjanjian kine{a

memuat kesanggupan untuk:

1) meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat;

2) meningkatkan kinerja keuangan dan meningkatkan

manfaat bagi masyarakat.
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e. Pemimpin BLUD men5rusun laporan pendapatan BLUD,

laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara

berkala dan dilaporkan kepada PPKD. Laporan dilampiri

dengan Surat Pernyataan Tanggunjawab yang ditandatangani

pemimpin BLUD.

f. Berdasarkan laporan BLUD tersebut, Kepala Dinas Kesehatan

menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD

(sP3B).

g. PPKD kemudian mengesahkan dan menerbitkan Surat

Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2B).

Penatausahaan keuangan BLUD dilaksanakan dengan

ketentuan:

a. Pemimpin BLUD membuka rekening kas BLUD untuk
keperluan pengeiolaan kas sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

b. Rekening kas BLUD digunakan untuk men€rmpung

penerimaan dan pengeluaran kas yang sumber dananya

berasal dari Pendapatan BLUD yaitu jasa layanan, hibah,

hasil kerjasama dal pendapatan lain yang sah.

c. Penyelenggaraan pengelolaan kas BLUD meliputi:

1) Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas.

2) Pemungutan pendapatan atau tagihan.

3) Penyimpanan kas dan dan mengelola rekening BLUD.

4) Pembayaran.

5) Perolehan sumber dana untuk menutupi defrsit jangka

pendek.

6) Pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan

tambahan.

d. Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin

melalui Pejabat Keuangan.

e. Penatausahaan keuangan BLUD paling sedikit memuat:

1) Pendapatan dan belanja.

2) Penerimaan dan pengeluaran.
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3) Utang dan piutang.

4) Persediaan, aset tetap dan investasi.

5) Ekuitas.

5. Pengelolaan Belanja

Pengelolaan Belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan

mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Fleksibilitas

yang dimaksud adalah belanja yang disesuaikan dengan

perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang

telah ditetapkan secara definitif. Fleksibilitas dilaksanakan

terhadap Belanja BLUD yang bersumber dari Pendapatan BLUD

yang meliputi: jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dan

pendapatal lain yang sah serta hibah tidak terikat.

Ambang batas RBA merupakan besaran persentase realisasi

belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA

dan DPA dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal belanja BLUD melampaui ambang batas, terlebih

dulu mendapat persetujuan Bupati/Walikota.

b. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Puskesmas

mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada

PPKD.

c. Besaran persentase ambang batas dihitung tanpa

memperhitungkan saldo awal kas.

d. Besaran persentase ambang batas memperhitungkan

fluktuasi kegiatan operasional meliputi:

1) Kecenderungan/ tren selisih anggaran pendapatan BLUD

selain APBD tahun be4'alan dengan realisasi 2 (dua) tahun

anggaran sebelumnya.

2) Kecenderungan/tren selisih pendapatal BLUD selain

APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.

3) Besaran persentase ambang batas dicantumkal dalam

RBA dan DPA berupa catatan yang memberikan informasi

besaran persentase ambang batas.

4) Persentase ambang batas merupakan kebutuhan yang

dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan

dipertanggungj awabkan.
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e. Ambang batas digunakan apabila Pendapatan BLUD fiasa
layanan, hibah, hasil kerjasama dan pendapatan lain yang

sah) diprediksi melebihi target pendapatan yang telah

ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

6. Pengelolaan Barang

Pengadaan barang dan/atau jasa di puskesmas BLUD

mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBD

dilal<sanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan

mengenai barang/ jasa pemerintah.

b. Pengadaan barang dan/ atau jasa yang bersumber dari jasa

layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dan lain-lain

pendapatan BLUD yang sah, diberikan lleksibilitas berupa

pembebasan sebagian atau seluruhnya dari peraturan

perundangan-undangan mengenai pengadaan barang/jasa

pemerintah.

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau
jasa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota untuk

menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih

bermutu, lebih murah, proses pengadaal yang sederhana,

cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk

mendukung keiancaran pelayanan puskesmas.

d. Pengadaal barang dan/ atau jasa yang dananya berasal dari

hibah terikat, dilakukan sesuai dengan kebijakan pengadaan

dari pemberi hibah atau Peraturan Bupati/Walikota

sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Pelaksanaan pengadaan barang dan/ atau jasa dengan

ketentuan:

a. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana

pengadaan yaitu panitia atau unit yang dibentuk pemimpin

untuk BLUD puskesmas untuk melaksanakan pengadaan

barang dan/atau jasa BLUD.

b. Pelaksana pengadaan terdiri atas personil yang memahami

tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang

bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
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Ketentuan pengelolaan barang BLUD puskesmas mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang

milik daerah.

7. Tariflayanan
Puskesmas mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas

penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat berupa

besaran Tarif dan/atau Pola Tarif. Penyusunan Tarif Layanan

sesuai ketentuan berikut:

a. Tarif Layanan bisa disusun atas dasar:

1) Perhitungan biaya per unit layanan. Bertujuan untuk

menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang

dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas

layanan yang disediakan puskesmas. Cara perhitungan

dengan akuntansi biaya.

2) Hasil per investasi dana. Menggambarkan tingkat

pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh

puskesmas selama periode tertentu.

3) Jika Tarif Layanan tidak dapat ditentukan atas dasar

perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per

investasi, maka Tarif ditentukan dengal perhitungan atau

penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

b. Besaran Tarif disusun dalam bentuk:

1) Nilai nominal uang; dan/atau

2) Persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs,

pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan

kotor/bersih.

c. Pola Tarif merupakan penl'usunan Tarif Layanan da-lam

bentuk formula.

Proses penetapan Tarif Layanan sebagai berikut:

a. Pemimpin BLUD puskesmas menyusun Tarif Layanan

puskesmas dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas,

pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat,

asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi sehat dalam

penetapan Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat

serta batas waktu penetapan Tarif.



-71-

b. Pemimpin BLUD puskesmas mengusulkan Tarif Layanan

puskesmas kepala Bupati/Walikota berupa usulan Tarif

Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.

c. Usulan Tarif Layanan dilakukan secara keseluruhan atau per

unit layanan.

d. Untuk penyusunan Tarif Layanan, pemimpin BLUD dapat

membentuk tim yang terdiri dari:

1) Dinas Kesehatan

2) Pengelolaal Keuangan Daerah

3) Unsur Perguruan Tinggi

4) Lembaga profesi

e. Tarif Layalan diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dan

disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

8. Piutang dan Utang/ Pinjaman

Ketentuan pengelolaan piutang BLUD puskesmas sesuai

ketentuan berikut:

a. Piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa,

dan/atau transalsi yang berhubungan langsung atau tidak

langsung dengan kegiatan BLUD puskesmas.

b. Penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi

dengan asministrasi penagihan.

c. Jika piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan

kepada Bupati/Walikota dengan melampirkan bukti yang sah.

d. Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat. Tata

carErnya diatur melalui Peraturaa Bupati/Walikota.

Ketentuan pengelolaan utang BLUD puskesmas sebagai berikut:

a. Utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional

dan/ atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.

b. Utang/pinjaman dapat berupa:

1) Utang/pinjaman jangka pendek. Yaitu utang/pinjaman

yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun

yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang

diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara

jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah

penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeiuaran kas

dalam 1 (satu) tahun angg€rr€rn.
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Dibuat dalam bentuk perjanjian utang/ pinj amarr yang

ditandatangani oleh pemimpin BLUD puskesmas dan

pemberi utang/ pinj aman.

2) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek

harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan dan

menjadi tanggung jawab Puskesmas. Pembayaran bunga

dan pokok utang/pinjaman yang telah jatuh tempo

menjadi kewajiban puskesmas.

Pemimpin BLUD puskesmas dapat melakukan

pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang

tidak melebihi nila ambang batas yang telah ditetapkan

dalam RBA.

Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek

diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

3) Utang/ pinj aman panjalg. Yaitu utang/ pinj aman yang

memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan

masa pembayaran kembali atas utang/ pinj aman tersebut

lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

Utang/pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran

belanja modal.

Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang merupakan

kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang

meliputi pokok utang lpinlmana, bunga, dan biaya lain

yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya

sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/ pinj aman

yang bersangkutan.

Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang

sesuai ketentuan peraturan perundalg-undangan.

9. Kefasama BLUD

Puskesmas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan berdasarkan

prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling

menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan dapat berbentuk

finansial dan/ atau non finansial.

Bentuk kerjasama tersebut meliputi:
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a. Keq'asama operasional. Dilakukan melalui pengelolaan

manajemen dan proses operasional secara bersama dengan

mitra kerjasama dengan tida-k menggunakal barang milik
daerah.

b. Pemanfaatan barang milik daerah. Dilakukan melalui

pendayagunaal barang milik daerah dan/ atau optimalisasi

barang milik daerah dengan tidak mengubah status

kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak

mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi

kewajiban Puskesmas.

Pelalsanaan kerjasama dalam bentuk perjanjian. Pendapatan

dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk
menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan puskesmas yang

bersangkutal merupakan Pendapatan BLUD. Pemanfaatan

barang milik daerah mengikuti peraturan perundang-undangan.

Tata cara kerjasama dengan pihak lain mengikuti Peraturan

Kepala Daerah.

10. Investasi BLUD

BLUD puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang

memberikan manfaat bagt peningkatan pendapatan dan

peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak

mengganggu likuiditas keuangan dengan tetap memperhatikan

rencana pengeluaran.

Investasi yang diperbolehkan adalah investasi jangka pendek.

Yaitu investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan

untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan

mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan

memperhatikan rencana pengeluaran.

Investasi jangka pendek meliputi:

a. Deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga)

sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/ atau yang dapat

diperpanjang secara otomatis

b. Surat berharga negara jangka pendek

Karakteristik investasi jangka pendek yaitu:

a. Dapat segera diperjualbelikan

b, Ditujukan untuk manajemen kas
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c. Instrumen keuangan dengan risiko rendah

11. SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) BLUD

Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) merupakan selisih lebih

antara realisasi penerimaan dan pengeluaran puskesmas selama

1 (satu) tahun anggaran. Dihitung berdasarkan Laporan Rea,lisasi

Anggaran (LRA) pada 1 (satu) periode anggaran. Ketentuan

mengenai SILPA sebagai berikut:

a. SILPA dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya,

kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau

seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi

likuiditas dan rencana pengeluaran puskesmas.

b. Pemanfaatan SILPA dalam tahun anggaran berikutnya dapat

digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

c. Pemanfaatan SILPA dalam tahun anggaran berikutnva yang

digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus

melalui mekanisme APBD.

d. Dalam kondisi mendesak, pemanfaatan SILPA tahun anggaran

berikutnya dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

e. Kondisi mendesal< yang dimaksudkan adalah:

1) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup

anggarannya pada tahun anggar€rn berjalan.

2) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah

daerah dan masyarakat.

12. Defisit

Defisit anggaran merupakal selisih kurang antara pendapatan

dengan belanja BLUD. Dalam ha1 anggaran diperkirakan defisit,

ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara

lain dapat bersumber dari SILPA tahun anggaran sebelumnya

dan penerimaan pinjaman.

13. Laporan Keuangan

Puskesmas menlrusun pelaporan dan pertanggungiawaban

berupa laporan keuangan. Laporan keuangan BLUD terdiri atas:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih

c. Neraca
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d. Laporan Operasional (LO)

e. Laporan arus kas

f. Laporan perubahan ekuitas, dan

g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP).

Laporan keuangan disertai dengan laporan kinerja yang

berisikan informasi pencapaian hasii atau keluaran BLUD.

Laporan keuangan diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PenJrusunan laporan keuangan memperhatikan ketentuan

sebagai berikut:

a. Pemimpin BLUD menyusun laporan keuangan semesteran

dan tahunan

b. Laporan keuangan disertai dengan laporan kinerja paling

lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah

dilakukan review oleh bidang pengawasErn di Pemerintah

Daerah.

c. Laporan keuangan diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam

laporan keuangan Dinas Kesehatan, untuk selanjutnya

diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan

Pemerintah Daerah.

d. Hasil review merupakan kesatuan dari laporan keuangan

BLUD puskesmas.

F. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH

Kepala Puskesmas yang menerapkan BLUD menetapkan

kebijakan pengelolaan sampah dan limbah baik limbah kimia, Iisik

dan biologik. Kebijakan pengelolaan lingkungan dan limbah yang

diselenggarakan di UPTD Puskesmas Atari Jaya yaitu:

1. Pengelolaan limbah di UPID Puskesmas Atari Jaya dengan

menggunakan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah). Alur

pembualgan limbah di Puskesmas semua dialirkan menjadi satu

saluran pipa pembualgan yang berakhir pada IPAL. IPAL ini

terdiri dari 4 tahap di mulai dengan inlet masuk di tahap 1.
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pada sistem ini ada penambahan bakteri starter, kemudian

masuk tah.ap 2 disini dilakukan penyaringan dengan bio ball dan

batu zeolit kemudian masuk tahap 3 disini ada proses aerasi,

setelah itu masuk pada tahap 4 dilakukan penyaringan lagi,

setelah itu baru air limbah keluar melalui outlet. Selama ini di

UPTD Puskesmas Atari Jaya sudah dilakukan uji baku mutu air

limbah ke BTKL surabaya dengan hasil yang baik dan memenuhi

standart kuaiitas baku mutu air limbah.

2. Pengelolan sampah di UPTD Puskesmas Atari Jaya dibedakan

menjadi 2 yaitu untuk pengelolaan sampah medis dan non medis.

Untuk pembuangan sampah medis UPTD Puskesmas Atari Jaya

melakukan perjanjial dengan perusahaan pengolah limbah.

Sedangkan Pembuangan sampah Non Medis UPTD Puskesmas

Atari Jaya melakukan kesepakatan dengan petugas pengambil

sampah Dinas Kebersihan dan pertamalan tanpa perjanjiart

tertulis, Setiap 3 hari sekali sampah non medis diambil petugas

untuk dibualg ke TPA.

3. UPID Fuskesmas Atari Jaya memiliki tanggung jawab sosial

terhadap lingkungan. Hd ini diwujudkan dalam upaya

pencegahan penyakit yang dapat ditimbulkan oleh lingkungan

yang tidak sehat. Tidak hanya itu UPTD Puskesmas Atari Jaya

juga memiliki komitmen dalam masalah limbah dan sampah

dengan baik agar tidak mencemari lingkungan.
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BAB III

PENUTUP

Pola Tata Kelola yang diterapkan pada Puskesmas yang

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

bertujuan untuk:

A. Memaksimalkan nilai puskesmas dengan cara menerapkan prinsip

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar

puskesmas memiliki daya saing yang kuat.

B. Mendorong pengelolaan puskesmas secara profesional, transparan

dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan

kemandirian organ puskesmas.

C. Mendorong agar organisasi puskesmas dalam membuat keputusan

dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral

yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial

puskesmas terhadap stakeholder.

D. Meningkatkan kontribusi puskesmas dalam mendukung

kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatal.

Untuk dapat terlaksananya aturan dalam Pola Tata Kelola perlu

mendapat dukungan dan partisipasi seluruh kar5rawan Puskesmas

serta perhatian dan dukungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan

baik bersifat materiil, administratif maupun politis.

Pola Tata Kelola puskesmas ini akan direvisi apabila terjadi

perubahan terhadap peraturan perundang-undalgan yang terkait

dengan pola tata kelola puskesmas sebagaimana disebutkan di atas,

serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan

organ puskesmas serta perubahan lingkungan.
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PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA

Jl. Poros Atai Jaga Kecamatan Lalembuu
Emoil : puskesmasatarijagaqMmail.com Kode Pos : 93885

ET
o

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA

NoMoR: orO/SKl2O23

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPAI.A UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk memberikan kejelasan

kedudukan, tanggung jawab, wewenang dan

uraian tugas, maka perlu dilakukan penataan

struktur organisasi di puskesmas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD

Puskesmas Atari Jaya tentang Struktur Organisasi

UPTD Puskesmas Atari Jaya;

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di

Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang

Kesehatan (kmbaran Negara Republik Indonesia

tahun 2OO9 Nomor 144, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia nomor 5063 );

3. Peraturan Menteri Kesehatan No 44 Tahun 2016

tentang Pedoman Manajemen Pusat Kesehatan

Masyarakat;
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4. Peraturan Menteri Kesehatal No 43 Tahun 2Ol9

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

5. Peraturan Menteri Kesehatan No 34 Tahun 2022

tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat,

Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi

Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat

Praktik Mandiri Dokter Gigi;

6. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 65 Tahun

2019 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan

Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan

Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Konawe Selatan;

MEMUTUSKAN

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS ATARI

JAYA.

Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Atari Jaya

sebagaimana tercantum dalam lampiran surat

keputusan ini.

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkal,

dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada

kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan

dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada Tanggal

Atari Jaya

10 Januari 2O23

KEPALA UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA

r$El

E

LA SADA
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LAMPIRAN

NOMOR
TENTANG
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Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Atari Jaya

olo /sK/2o23
Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Atari Jaya
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PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA
Jl. Poros Atai JaAa Kecamoton Lalembuu

Email : puskesmasatoijou a6@qmail. com Kode Pos

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA

NoMOR I oo9lSKl2o23

TENTANG

JENIS _ JENIS PELAYANAN UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk meningkatkan mutu kesehatan di

Puskesmas Atari Jaya, diperlukan jenis-jenis

pelayanan yang disediakan berdasarkan prioritas

di UPID Puskesmas Atari Jaya;

b. bahwa untuk pelaksanaan jenis-jenis pelayanan

yang disediakan berdasarkan prioritas di UPTD

Puskesmas Atari Jaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan keputusan kepala Puskesmas

tentang jenis-jenis pelayanan yang disediakan

berdasarkan prioritas UPTD Puskesmas Atari

Jaya;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaral Negara Republik

Indonesia 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 20O3 Tentang Pembentukan Kabupaten

Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
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(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 24, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia 4267);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2OO9 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun

2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun

2O19 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu

Pelayanan Dasar pada Standar Peiayanal Minimal

Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS ATARI
JAYA TENTANG JENIS--'ENIS PELAYANAN UPTD
PUSKESMAS ATARI JAYA.
Menugaskan koordinator unit dan petugas pelayanan
untuk melaksanakan jenis-jenis pelayanan yang
disediakan berdasarkan prioritas di UPTD Puskesmas
Atari Jaya.
Menetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan
berdasarkan prioritas sebagaimana dalam lampiran
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat
keputusan ini.
Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atari Jaya
: 9 Januari 2O23Pada T

EX

=
=

I

SK

PUSKESMAS ATARI JAYA
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Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas Atari Jaya

Nomor : OO9/SK/I/2O23

Tentang : Jenis-Jenis Pelayanan di UPID

Puskesmas Atari Jaya

JENIS-JENIS PELAYANAN UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA

A. Pelayanan UKM Esensial, terdiri dari:

1. Pelayanan Promosi Kesehatan

2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan

3. Pelayanan Kesehatan Kesehatan Ibu dan Anak

4. Pelayanan Gizi

5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyalit

B. Pelayanan UKP

1. Pelayanal Rawat Jalan, terdiri dari:

a. Pendaftaran dan rekam medik

b. Poli Umum

c.Poli KLA

d. Poli MTBS

e.Poli Kesehatan Gigi dan Mulut

f. Farmasi

g.Imunisasi

h. Laboratorium

2. Pelayanan Gawat Darurat

3. Pelayanan PONED

4. Pelayanan Rawat Inap

5. Pelayanan Rujukan/Ambulans

6. Pelayanan Luar Gedung

a. Pelayanan Puskesmas Keliling

b. Posyandu Bayi - Balita

c. Posyandu Manula

d. Posyandu Binaan Terpadu

e. Kesehatan Usia Larrjut
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7. Sarana Puskesmas Pembantu (PUSTU) yang tersedia di

Puskesmas Atari Jaya, meliputi;

a. Pustu Mondoke

b. Pustu Sumber Jaya

c. Pustu Lambodi Jaya

d. Pustu Meronga Raya

e. Pustu Kapuwila

8. Polindes (Pondok Bersalin Desa) yang tersedia, meliputi :

a. Polindes Puurema Subur

b. Polindes Sukamukti

c. Polindes Puunangga

d. Polindes Tombeleu

e. Polindes Lalembuu Jaya

f. PolindesLalouesamba

g. Polindes Atari Jaya

h. Polindes Padaleu

i. Polindes Lambodi Jaya

j. Polindes Potuho Jaya

k. Polindes Lambandia

1. Polindes Sumber Jaya

m. Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) yaitu Poskesdes

Teteinea Jaya.

PUSKESMAS ATARI JAYA



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA

Alomat : Jl. Poros Pasar Atai Jaga Kecamatan Lalembuu
Emoil : puskesmasataijaua61iomaiL com Kode Pos 93885

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA

NOMOR : OOI ISK/2O23

TENTANG

VISI, MISI, MOT:TO, TUJUAN DAN TATA NILAI UPTD PUSKESMAS
ATARI JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Atari

Jaya di pandang perlu menetapkan kebijakan

pelaksanaan alreditasi pelayalan kesehatan

tingkat dasar di Puskesmas Atari Jaya;

b. bahwa untuk mendukung keberhasilan

pelaksanaan akreditasi perlu ditetapkan visi, misi

tujuan dan tata nilai UPTD Puskesmas Atari Jaya;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b perlu

menetapkan Visi, Misi Tujuan dan Tata Nilai di

Pukesmas Atari Jaya dengan Keputusan Kepala

UPTD Puskesmas Atari Jaya;

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2003 tentang Pembentukal Kabupaten

Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi tenggara;

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang

Pelayanal Publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undalg-Undang Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun
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KEPALA UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA,
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2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi

Puskesmas Klinik Pratama, Tempat Praktek

Mandiri, dokter dan Tempat Praktek Mandiri

dokter gigi;

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor l2A tahun 2OO4 tentang Kebijakan

Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas;

8. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 8 Tahun

2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan

Peralgkat Daerah Kabupaten Konawe selatan;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS ATARI

JAYA TENTANG VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI

UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA.

Visi, Misi, Motto, Tujuan dan Tata Nilai sebagaimana

tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan

keputusan ini dibebankan pada dala operasional

UPTD Puskesmas Atari Jaya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

UPTD PUSKESMAS ATARI
Etl AYA

=

i
o t.15 K

I

Ditetapkan di : Atari Jaya
Pada Tansq€rl : 02 Januari 2023
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Lampiran
Atari Jaya
Nomor
Tentang

Keputusan Kepa1a Puskesmas

: Tahun 2021
: MSI, MISI, TUJUAN DAN TATA
NILAI PUSKESMAS ATARI JAYA

: Selalu Menjaga Kerjasama
: Memberikan Pelayanan Dengan Penuh
Dedikasi

: Memberikan Pelayanan Yang
Berkualitas

: Memberikan Pelayanan Yang Tepat Dan
Cermat Serta Berdaya Guna

VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI PUSKESMAS ATARI JAYA

A. VISI
" Masyarakat Kecamatan l,alembuu Sehat darr Mandiri Bersama

Puskesmas Atai Jaya 2024".
B. MISI

l. Mengembangkan sumber daya layanan yang memadai
2. Menerangkan sistem manajemen mutu secara konsisten dan

berkesinambungan
3. Membangun kerja sama lintas program/ sektor yang

harmonis
4. Meningkatkan kesadaran dan kemandirian hidup sehat bagi

individu, keluarga, dan masyarakat.
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berwawasan

pembangunan kesehatan.
C. TUJUAN

Tercapainya Tujuan Pembangunan Kesehatan Masyarakat
Lalembuu Untuk Hidup Sehat, Sehingga Terwujudnya Derajat
Kesehatan Yang Setinggi Tingginya Demi Pembangunan
Indonesia Sehat Sejahtera.

D. TATA NILAI PUSKESMAS
"TIME'

- Tim Work
- Integritas

Managemen

Efektif Dan Efisien

E. MAKLUMAT
"KAMI STAF PUSKESMAS ATARI JAYA BERJANJI MELAYANI

PASIEN SEPENUH HATI, RAMAH, ADIL, DAN DISIPLIN".

UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA

ur.3

\

tail
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PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA

Alamat: Jl. Poros Atai Jaga Kecamatan Lalembuu
Email : puskesmasataiiaua6kiomail.com Kode Pos 93885

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA
NOMOR: OlrlSK/2O23

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPAI-A UPTD PUSKESMAS ATAzu JAYA,

a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai jenis

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama

memiliki peran penting dalam kesehatan

masyarakat;

b. bahwa dalam penyelenggaraan upaya kesehatan

secara efektif dan efisien, diperlukan ketentuan hak

dan kewajiban pengguna sasaran program dan

pengguna pelayanan di UPTD Puskesmas Atari Jaya;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud dari bagian b

diatas, perlu di tetapkan dengan surat keputusan

Kepala UPTD Puskesmas Atari Jaya;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe

Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang

Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 36

Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2O19

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/

PER/VII/ 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan di Kabupaten / kota;

TENTANG
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7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas

Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri, dolrter dan

Tempat Praktek Mandiri dokter gigi;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG HAK

DAN KEWAJIBAN PENGGUNA SASARAN PROGRAM

DAN PENGGUNA JASA PELAYANAN UPTD

PUSKESMAS ATARI JAYA.

Hak dan kewajiban pengguna saseran program dan

pasien pengguna jasa pelayanan sebagaimana

tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak

terpisahkan dari surat keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat

kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

PUSKESMAS ATARI JAYA

Ditetapkan di : Atari Jaya
Pada Tanggal : 11 Januari 2023
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Lampiran
Atari Jaya
Nomor
Tentang

: Surat Keputusan Kepala Puskesmas

Hak Pasien:
1. Hak mendapat informasi tentang tata tertib dan peraturan yang

berlaku di Puskesmas

2. Hak mendapat pelayanan umum yang manusiawi,adil dan jujur.

3. Hak mendapat pelayanan medis yang sesuai standar profesi

kedokteran.

4. Hak mendapat pelayanan asuhan keperawatan sesuai standar.

5. Hak mendapat informasi lengkap tentang penyakitnya.

6. Hak mendapat privasi dan kerahasian penyakit termasuk data

medisnya.

7. Hak menolak dan menyetujui segala tindakan selama dalam

perawatan.

8. Hak mengakhiri pengobatan dan perawatan atas tanggung jawab

sendiri.

9. Hak didampingi keluarga disaat kritis.

10. Hak mengajukan keluhan-keluhan dan memperoleh tanggapan.

Kewajiban Pasien:
1. Pasien dan keluarganyan berkewajibanuntuk mematuhi segala

peraturan dan tata tertib puskesmas.

2. Pasien berkewajiban mematuhi segala instruksi dokter dan perawat

dalam pengobatannya

3. Pasien berkewajiban memberikan informasi dengan jujur dan

selengkapnya

4. Pasien dan atau penanggung jawabnya berkewajiban untuk
melunasi semua imbalan atas jasa pelayana-n puskesmas

5. Pasien dan atau penanggung jawabnya berkewajiban memenuhi hal-

hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.

PTD PUSKESMAS ATARI JAYA.{l;

: ort/SKl2023
: Hak dan Kewajiban Pasien
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PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
UPTD PUSKESMAS ATAzu JAYA

Alamat: Jl, Poros Pasar Atari Jaya Kecamatan Lalembuu
Email:Puskesmasatarijaya@gmail.com kode pos 93885

KEPUTUSAN KEPALA UP/TD PUSKESMAS ATARI JAYA

NOMOR : OO8|SK|2O23

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan

penyelenggaraan pelayanan Puskesmas Atari jaya;

b. bahwa kesinambungan penyelenggaraan pelayanan

salah satunya dilakukan melalui pendelegasian

wewenang;

c. bahwa pendelegasian wewenang dilakukan

berdasarkan kriteria dan prosedur terkait;

d. bahwa sebagaimana poin a, b, dan c di atas, maka

kebijakan pendelegasian wewen€rng perlu ditetapkan

dalam Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Atari

Jaya;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

2O09 Tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun

2O09 Tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun

2014 Tentang Tenaga Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.

44 Tahun 2014 Tentang Pedoman Manajemen Pusat

Kesehatan Masyarakat;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.

43 Tahun 2O19 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

6. Peraturan Menteri Kesehatan No 34 Talr].lin 2O22

tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat,



Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam
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Klinik, La.boratorium Kesehatan, Unit Transfusi

Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat

Praktik Mandiri Dokter Gigi;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA

TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PUSKESMAS

ATAzu JAYA.

Pendelegasian wewenang meliputi pendelegasian wewen€rng

antar pimpinan dan/ atau koordinator upaya, pendelegasian

wewenang dari koordinator upaya kepada pelaksana

program/ kegiatan, pendelegasian wewenang antar
pelaksana progralr: / kegiatan, serta pendelegasian

wewenErng antar petugas medis, paramedis dan penunjang

medis.

Kriteria Pendelegasian wewenang Puskesmas Atari Jaya

sebagaimana terlampir dan merupakan bagran yang tidak
terpisahkan dari surat keputusan ini.

Pendelegasian wewenang bersifat sementara sesuai

kebutuhan dan peruntuk€rnnya.

Mekanisme pendelegasian wewenErng di atur dalam Standar

Operasional Prosedur yang ditetapkan kemudian.

Uraian kewenangan yang didelegasikan dituangkan dalam

surat pendelegasian wewenang sesuai ketentuan yang

berlaku.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam

penetapannya.

Ditetapkan di

Pada T

: Atari Jaya

: 7 Januari2O23

D PUSKESMAS ATARI JAYA

-
I



Lampiran

Nomor

Tentang
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Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Atari Jaya

oo8lsKl2023
Pendelegasian Wewenang

KRITERI
A PENDELEGASIAN WEWENANG
UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA

A. Kriteria Pendelegasian Wewenang

1. Pendelegasian wewenang dari Pimpinan kepada Koordinator

Upaya

a. Pimpinan Puskesmas tidak berada di tempat dan tidak

memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya sebagai

pimpinan puskesmas karena cuti, sakit, ijin, dinas luar dan

lain-lain.

b. Kewenangan yang didelegasikan adalah sebagai berikut :

1) Memimpin pelaksanaan rapat/ pertemuan internal.

2) Menandatangani surat keluar, laporan bulanan, laporan

hasil pelaksanaan kegiatan, dan laporan lain yang tidak

dapat ditunda penandatang€rnannya.

3) Menghadiri undalgan sebagai perwakilan kepala

Puskesmas.

2. Pendelegasian Wewenang Koordinator Upaya kepada

Pelaksana Program / Kegiatan

a. Koordinator Upaya tidak berada di tempat dan tidak

memungkinkan melaksanakan tugasnya sebagai

Koordinator Upaya karena cuti, sakit, ijin, dinas luar dal
lain-lain.

b. Penerima wewenang berasal dari upaya yang sama (UKM

Esensial, UKP Kefarmasian dan Laboratorium, UKM

Pengembangan serta Jejaring Pelayanan dan Fasyankes).

c. Kewenangan yang didelegasikan sebagai berikut :

1) Memimpin rapat sub koordinator upaya.

2) Melaksanakan tugas koordinator upaya yang lain atas

arahan pimpinan puskesmas.

3) Menandatangani laporan atas nama Koordinator Upaya.

4) Menghadiri undangan sebagai perwakilan koordinator

Upaya.
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3. Pendelegasian Wewenang antar Pelaksana Program / Kegiatan

a. Pelaksana program/kegiatan tidak berada di tempat dan

tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugasnya

karena cuti, sakit, cuti, dinas luar, ijin, dll.

b. Penerima wewenang adalah pelaksana program/kegiatan

yar:g memiliki kesesuaian, atau pelalsana

program / kegiatan lain yang dianggap mampu untuk
meiaksanakan program/kegiatan yang didelegasikan.

c. Kewenangan yang didelegasikan sesuai kewenangan

pendelegasi sebagaimana tertuang dalam uraian tugas.

4. Kriteria Pendelegasian wewenang antar Petugas Medis.

a. Tidak terdapat tenaga pengganti dengan kualifftasi setara.

b. Tenaga yang tersedia terbatas sehingga tidak dapat

melaksanakan kewenagannya pada jadwal yalg berbeda.

c. Tenaga pengganti harus memiliki pengetahuan,

kemampuan dan keterampilan yang terkait dengan

kewenangan yang didelegasikan.

d. Pendelegasian wewenang petugas medis meliputi :

1) Pendelegasian wewenang dari Dokter/Dokter Gigi ke

Perawat/ Perawat Gigi.

2) Pendelegasian wewenang dari Dokter ke Bidan.

3) Pendelegasian wewenang dari Apoteker ke Asisten

Apoteker.

4) Pendelegasian wewenang antar petugas medis yang

memiliki kompetensi sesuai.

D PUSKESMAS ATARI JAYA

{"

t
/'
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B. Format Pendelegasian Wewenang

PEMERINTAH KAE}UPATEN KONAWE SELATAN
UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA

Alamat: Jl, Poros Pasar Atari Jaya Kecamatan Lalembuu
Email: Puskesmasatarijaya@gmail.com kode pos 93885

SURAT PEND WEWENANG

Nomor: /Pusk.Atj/ 12023

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama

NIP

Pangkat/Golongan

Jabatan

Dengan ini memberikan kewenangan kepada:

No. Nama NIP Pangkat/Gol. Jabatan

Untuk dapat melaksanakan tugas limpah berupa :

I
2

3

Pendelegasian wewenang ini berlaku sejak tanggal .....s/d.....

Demikian surat pendelegasiaan wewenang ini dibuat untuk

digunakan sebagaimana mestinya.

Atari Jaya, 2023

Yang mendelegasikan wewenang,

NIP



-96-

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA
Jl. Poros Atari Jaya Kecamatan Lalembuu

Email:puskesmasatarijaya@grnail.com Kode Pos 93885

KEPUTUSAN

KEPAI.A UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA

NOMOR : ot2lSK/ 2023

IENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB UPAYA PUSKESMAS

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat

kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta

peningkatan mutu pelayananan kesehatan dan

kine{a UPTD Puskesmas Atari Jaya , perlu

Penetapan Penanggung Jawab Upaya Puskesmas;

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana

dimaksud pada huruf a, maka untuk penetapannya

perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Puskesmas;

1. Undang-Undang nomor 4 tahun 2003 tentang

Pembentukan Kapubaten Konawe Selatan di

Provinsi Sulawesi Tenggara(lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,

tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4267);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2OO9 Tentang Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun

2Ol9 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal

Bidang Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun

20 19 Tentang Puskesmas;



Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga
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5. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 65 Tahun

2019 Tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan

MEMUTUSKAN

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB UPAYA

PUSKESMAS UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA.

Penetapan penangggung jawab upaya puskesmas

UPTD Puskesmas Atari Jaya sebagaimana tercantum

dalam larnpiran yang tidak terpisahkan dar.i surat

keputusan ini.

Penanggung jawab upaya puskesmas sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya wajib melaksanakan

kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian

serta tindak lanjutnya dalam rangka meningkatkan

mutu dan kinerja puskesmas.

Keputusan ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan,

dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan

dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Atari Jaya

12 Jan:uari2023

UPID PUSKESMAS ATARI JAYA



LAMPIRAN

NOMOR :

TENTANG :

-98-

Surat Keputusan Kepala Puskesmas
Atari Jaya
or2lsK/2023
Penetapan Penanggung Jawab Upaya
Puskesmas UPTD Puskcsmas Atari Jaya

PENANGGUNG JAWAB UPAYA PUSKESMAS
UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA

UPTD PUSKESMAS ATARI JAYA

NO
PENANGGUNG

JAWAI} NAMA
NIP

STANDAR
KOMPE"TENSI

1 UKM
Diana
Dahlan, SST

19800603
20070120r6

DIV
Kebidanan

2 UKP

Slamet
Subur,
S.Kep.,Ns,
M.Kep

19770601
199803 1005

32 Manajemen
Keperawatan

3 Admen
Dewa hrtu
Suardika,
SKM

197704t3200
502 1006 Sl Kesmas
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ASUHAN KEPERAWATAN

SOP

No. Dokumen : /SOP/Pusk. Atj/2023
No. Revisi
TanggalTerbit :

Halaman ^ : 113

UPTD
PUSKESMAS
ATARI JAYA

H. La Sada

1. Pengertian Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan Klien

dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan

kemandirian Klien dalam merawat dirinya,yang dilakukan secara

komprehensif mulai dari pengkajian, diagnosis keperawatan,

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

2. Tujuan 1. Memberikan bantuan yang paripurna dan efektif kepada individu,

keluarga, kelompok atau masyarakat yang memerlukan pelayanan

kesehatan sesuai dengan sistem kesehatan Nasional berdasarkan

Asuhan Keperawatan

2. Menjamin semua bantuan untuk memenuhi kebutuhan pasien

mengurangi/menghilangkan kesenjangan

3. Melibatkan individu pasien dalam perencanaan dan pelaksanaan

pelayanan kesehatan untuk memperoleh derajad Kesehatan yang

optimal

4. Memelihara hubungan kerja yang efektif dengan semua anggota

team kesehatan

3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Atari Jaya tentang

Layanan Klinis

4. Referensi Standar Diagnosis Keperawatan (SDKI) PPNI
Aplikasi NANDA NIC,NOC
Standar Asuhan Keperawalan Team Kemenkes, Tahun 1998

5. Prosedur/

Langkah-

langkah

1. Petugas/ perawat mengucapkan salam dan memperkenalkan diri

dengan menggunakan komunikasi terapeutik

2. Perawat melakukan pengkajian/ mengumpulkan data secara

lengkap dan sistematis untuk dikaji dan dianalisis sehingga masalah

kesehatan dan keperawatan yang di hadapi pasien baik fisik,

mental, social maupun spiritual dapat ditentukan. Tahap ini mencakup

tiga kegiatan.

'l .1 . Pengumpulan data

1 .2. Analisa data

1.3. Perumusan masalah

3. Perawat mendokumentasikan dalam format'DAR" untuk dirawat Jalan
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4. Perawat Menentukan diagnosa Keperawatan Pasien

5. Perawat membuat rencana asuhan keperawata

6. Perawat mengimplementasikan rencanakeperawatan

7. Perawat melakukan evaluasi Keperawatan

8. Perawat mendokumentasikan dengan sistem SOAP diunit rawat lnap

PUSKESMAS
ATARI JAYA

ASUHAN KEPERAWATAN

H. L a sada

SOP

No. Dokumen: /SOP/Pusk.Atjl2023

TangqalTerbit
Halaman :213

Perawat
mengucapkan salam

dan
memperkenalkan diri

6. Bagan Alir

Melakukan anamnesis,
pemeriksaan fisik

Menentukan diagnosa
keperawatan

Merencanakan kolaborasi
bila perlu

Melakukan Tindakan
Keperawatan Sesuai

Kehr rlr rhan

Menjelaskan Tentang
Penyakit

Evaluasi Tindakan
Keperawatan

Dokumentasi
Asuhan

Keperawatan

7. Unit Terkait
Poli Rawat jalan, Rawat Inap, PONED dan UGD

8. Dokumen
terkait Pokja UKP

I

I

I

I

I

No. Revisi :-
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PENGKAJIAN AWAL KLINIS

SOP

No. Dokumen : /SOP/Pusk.Aljlz0z3
No. Revisi
TanggalTerbit :

Halaman 115

H. La Sada

1. Pengertian Pengkajian awal adalah penggalian informasi tentang identitis

pasien, keluhan,faktor pencetus dan faktor pemberat penyakit

pasien.

2. Tujuan

3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Atari Jaya tentang

Kebijakan Pelayanan Klinis

4. Referensi 1 . Permenkes Rl No 43 tahun 20'19 tentang Puskesmas

2. Permenkes Rl No 269/MENKES/PER/11U2008 Tentang Rekam

Medis

5. Prosedur/Lan

gkah{angkah

1. Petugas poli menerima pasien sesuai antrian rekam medis.

2. Petugas poli mencocokkan identitas pasien dengan rekam

medis

3. Pengumpulan data atau anamnese dapat dilakukan dengan

cara Autoanamnese atau Alloanamnese

4. Petugas poli melakukan anamnesis mencakup keluhan utama

penyakit pasien kemudian menuliskannya kedalam rekam

medis

5. Petugas poli melakukan pemeriksaan fisik secara komprehensif

antara lain tekanan darah, nadi, tinggi badan,Berat Badan,

suhu, pernapasan, Riawayat Alergi, kemudian menuliskannya

ke dalam rekam medis.

6. Perawat mendokumentasikan sesuai dengan hasil kajian,catat

dalam Format pengkajian Awal Pasien Sesuai SOP, untuk

perawaUbidan mengisi Form DAR

7. Petugas poli menyerahkan rekam medis ke dokter pemeriksa

Selanjutnya dokter melakukan kajian lanjut kemudian dokter

mengisi pada kolom anamneses setelah melakukan kajian

Secara Head to toe :

UPTD
PUSKESMAS
ATARI JAYA

Sebagai pedoman kerja perawat, perawat gigi, bidan, dokter,

dokter gigi, dalam melakukan pengkajian awal.
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PUSKESMAS
ATARI JAYA

PENGKAJIAN AWAL KLINIS

H. La Sada

SOP

No. Dokumen: : /SOP/Pusk.Afil2o23
No. Revisi
TanqqalTerbit:
Halaman .215

a) Tenggorokan

I : Pembengkakan Tonsil ada atau tidak

b) Thorax:

lnspeksi : Simetris kiri & Kanan

Palpasi : MT (-), NT

Pekusi : Sonor,batas Paru,Hepar intercostal Vl kanan

depan

Auskultasi :Bunyi Pernafasan Vesicule lRonchi /

Whezing

c) JANTUNG:

lnspeksi : lctus Cordis

Palpasi : lctus Cordis

Perkuasi : Batas Jantung Atas : lCs I Kiri,Kanan, Linea

parasternalis Kanan, Kiri linea medioclavicularis kiri lcs V

Auscultasi : Bunyi jantung l/ll Murni/regular/bising

d) PERUT:

lnspeksi :Datar,

Palpasi : Masa Tumor,Hepar,Lien,ginjal

Perkuasi : Tymphani, Ascites,

Auscultasi : Peristaltik Usus

e) EKSTREMITAS

Edema, Ulkus,Nyeri, Ganggren

8) Dokumentasikan dalam rekam medik

I

I

I



-103-

PUSKESMAS
ATARI JAYA

PENGKAJIAN AWAL KLINIS

H. La Sada

SOP

No. Dokumen: /SOP/Pusk.Aljl2023
No. Revisi
TanggalTerbit:
Halaman :3/5

6. Bagan Alir
Petugas menerima

pasien sesuai ant an Petugas mencocokkan identitas
pasien dcngaa rekam medis

Mclakukan anamnesis

Melakukan pemeriksaan fi sik

Perawat mengisi Form hasil
pemeriksaan fisik dengan sistem

DAR

Peraw-at poli meoyerahkan rckam
medis ke dokter pemeriksa

Selanjutnya dokter melakukan
pemeriksaan fisik

Kepala :

Conjungtiva,sclera,bibir,
Telinga : apakah ada

cairan,lnfeksi, serumen

Leher : Massa Tumor, Nyeri
Tekan,pembengkakan kelenjar.
Deviasi trakhea

Tenggorokan
I : Pembengkakan Tonsil ada atau

tidak

lnspeksi

Palpasi

Pekusi

Auskultasi:

Thorax :

: Simetris kiri & Kanan

Mr (-), Nr
: Sonor,batas Paru,Hepar intercostal Vl

kanan depan

Bunyi Pernafasan Vesicule/Ronchi

/Whezing

I

I

I
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PUSKESMAS
ATARI JAYA

PENGKAJIAN AWAL KLINIS

H. La Sada

soP

No.Dokumen: /SOP/Pusk.Atil2023
No. Revisi
TangqalTerbit:
Halaman: 4/5

JANTUNG :

lnspeksi : lctus Cordis

Palpasi : lctus Cordis

Perkuasi : Batas Jantung Atas : lCs I

Kiri,Kanan, Linea parasternalis Kanan, Kiri linea

medioclavicularas kari lcs V

Auscultasi : Auscultasi : Bunyi jantung l/ll

Murni/regular/bising

PERUT:

lnspeksi :Datar,

Palpasi : Masa

Tumor, Hepar,Lien,ginjal

Perkuasi : Tymphani, Ascites,

Auscultasi : Peristaltik Usus<__

J

EKSTREMITAS

Edema, Ulkus,Nyeri, Ganggren

Dokumentasikan
dalam rekam medik

7 unit Terkait Rawat Jalan, Rawat lnap, PONED, UGD

8. Dokumen

Terkait
Pokja UKP
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RUJUKAN EKSTERNAL

SOP

No Dokumen : /SOP/Pusk. Atjl2023

No. Revisi

TanggalTerbit :

Halaman .114

UPTD
PUSKESMAS
ATARI JAYA

H. La Sada

1. Pengertian Rujukan Eksternal adalah Pelimpahan tanggung jawab atas

suatu masalah medis dari Puskesmas ke fasilitas pelayanan

kesehatan lain yang lebih mampu

2. Tujuan

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah

dalam memberikan pelayanan rujukan

kefasilitas pelayanan yang lebih tinggi

bagi petugas

kepada pasien

3. Kebijakan
Surat keputusan kepala Puskesmas Atari Jaya tentang Layanan

Klinis.

4. Referensi
Permenkes Rl Nomor 001 tahun 2012 tentang system rujukan

pelayanan kesehatan perorangan

5. Langkkah -
langkah

1. Petugas menyatakan pasien perlu dirujuk

2. Petugas menjelaskan alasan dirujuk dan sarana yang

dituju

3. meminta persetujuan kepada keluarga pasien untuk

dirujuk

4. Apabila pasien / keluarga menolak dirujuk setelah diberi

penjelasan, petugas meminta kepada pasien / keluarga

untuk menandatangani pernyataan penolakan rujukan

5. Apabila pasien dan keluarga pasien setuju

6. Petugas meminta pasien/keluarga menandatangani

persetujuan rujukan

7 . Petugas mengisi blangko Rujukan sesuai dengan identitas

pasien apakah peserta BPJS/ JAMKESDA /Umum,

8. Apabila pasien adalah peserta JAMKESDA / BPJS

ditawarkan ke RSUD atau RS lain yang sudah ada MOU

dengan Pemkab Konawe Selatan

9. Apabila pasien umum bebas memilih RS manapun
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PUSKESMAS
ATARI JAYA

RUJUKAN EKSTERNAL

SOP

No Dokumen : /SOP/Pusk.Atj/2023

No. Revisi

Tanggal Terbit

Halaman 2t4

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Petugas menghubungi Rumah Sakit tujuan

Dokter mengisi resume dan menandatangani surat rujukan

Petugas memberi nomor Surat Rujukan

Petugas membubuhkan cap Puskesmas

Petugas mencatat kedalam buku Register rujukan

Petugas memasukkan surat Rujukan ke dalam amplop

Untuk pasien umum petugas membuat rincian biaya

pasien pulang dan biaya penggunaan ambulance (untuk

pasien yang sudah diberikan terapi, bagi pasien IGD

yang tidak mendapatkan terapi cukup membayar biaya

ambulance saja

Keluarga pasien membayar dan menerima kwitansi

Petugas menerima pembayaran

petugas mempersiapkan kesiapan pasien dan yang lain

segera menghubungi sopir ambulance

Sopir menyiapkan ambulance (ika sudah siap sopir

segera menghubungi petugas bahwa ambulance sudah

siap)

Petugas mendampingi pasien (duduk disamping pasien)

dan melakukan monitoring selama rujukan oleh

Dokter/perawaVbidan yang kompeten

Setelah selesai mengantarkan dan kembali

kepuskesmas petugas menulis laporan kegiatan pada

buku kegiatan

17

18

19

20

21

22.

H. La sada 

I

I

I
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6. Diagram Alir

RUJUKAN EKSTERNAL

No Dokumen : /SOP/Pusk.Al1l2O23

No. Revisi

Tanggal Terbit :

PUSKESMAS
ATARIJAYA

SOP

Halaman :314

H. La Sada

Apabila pasien / keluarga
menolak dirujuk setelah diberi
penjelasan, petugas meminta
kepada pasien / keluarga
untuk menandatangani
pernyataan peno rujukan

Petugas
menyatakan
pasien perlu
dirujuk

Petugas menjelaskan
alasan dirujukan dan sarana
yang dituju serta meminta
persetujuan kepada
keluarga pasien untuk
dirujuk

Apabila pasien dan
keluarga pasien setuju
Petugas meminta
pasienlkeluarga
menandatangani
persetujuan rujukan

Apabila pasien adalah peserta
JKN ditawarkan ke RSUD atau
RS lain yang sudah ada MOU
dengan Pemkab Konawe
Selatan

Petugas mengisi
blangko Rujukan sesuai
dengan identitas pasien
apakah peserta JKN
/Umum,

<_

Apabila pasien umum
bebas memilih RS
manapun

Petugas menghubungi
Rumah Sakit tujuan

Dokter mengisi resume
dan menandatangani
surat rujukan

Setelah selesai mengantarkan dan
kembali kepuskesmas petugas
menulis laporan kegiatan pada buku
kegiatan

Petugas memberi
nomor Surat
Rujukan dan
Petqgaq
membubuhkan cap
Puskesmas

Petugas mencatat
kedalam buku Register
rujukan dan
Petugas memasukkan
surat Rujukan kq dalam
amplop

Untuk pasien umum petugas
membuat rincian biaya pasien
pulang dan biaya pengg unaan
ambulance (untuk pasien yang
sudah diberikan terapi, bagi pasien
IGD yang tidak mendapatkan terapi
cukup membayar biaya ambulance
saja

petugas mempersiapkan
kesiapan pasien dan
yang lain segera
menghubungi sopir
ambulance

Keluarga pasien
dan menerima
selanjutnya
Petugas
pembayaran

menenma

membayar
kwitansi

Sopir menyiapkan
ambulance (jika
sudah siap sopir
segera
menghubungi
petugas bahwa
ambulance sudah

Petugas pendampingi pasien
dan melakukan monitoring
selama rujukan oleh
Dokter/perawat/bidan yang
kompeten

<_

,-)
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PUSKESMAS
ATARI JAYA

RUJUKAN EKSTERNAL

H. La Sada

SOP

No Dokumen : /SOP/Pusk.A\12023

No. Revisi

Tanggal Terbit :

Halaman 4t4

7. Unit Terkait Rawat Jalan, Rawat lnap, PONED, UGD

8. Dokumen
Terkait Pokja UKP
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EE
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PANDUAN PENGENDALIAN

DOKUMEN KEBIJAKAN

SOP

No Dokumen: /SOP/Pusk.Atjl2023

No Revisi

Tgl Terbit

UPTD
PUSKESMAS
ATARIJAYA

H. La Sada

1 . Pengertian Suatu panduan pengendalian dokumen kebijakan sistem

manajemen mutu yang mencakup pembuatan, distribusi,

penggunaan, perubahan dengan mengikuti ketentuan yang

diatur dalam prosedur ini.

2. Tujuan Terkendalinya kerahasiaan, proses perubahan, penerbitan,

distribusi dan sirkulasi.

3. Kebijakan SK Kepala UPTD Puskesmas Atari Jaya tentang Pengendalian

dokumen kebijakan

4. Referensi Pedoman penyusunan dokumen akreditasi fasilitas kesehatan

tingkat pertama,Direktorat Jendral Bina upaya

kesehatan.Direktorat Bina upaya kesehatan Dasar,tahun 2015.

5.Prosedur/

Langkah-

langkah

1. ldentifikasi penyusunan atau perubahan dokumen kebijakan

2. Penyusunan dokumen kebijakan

Kepala puskesmas bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan identifikasi atau perubahan serta penyusunan

dokumen kebijakan

3. Pengesahan dokumen kebijakan

Kepala puskesmas mengesahkan dokumen kebijakan

4. Sosialisasi dokumen kebijakan

Kepala puskesmas melakukan sosialisasi dokumen

kebijakan kepada seluruh pelaksana agar dapat diketahui

dan dijalankan

5. Pencatatan,distribusi dan penarikan dokumen kebijakan

6. Penyimpanan dokumen kebijakan

7. Penataan dokumen kebijakan

8. Revisi atau perubahan dokumen kebijakan

Halaman : 114
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PANDUAN PENGENDALIAN

DOKUMEN KEBIJAKAN

NoDokumen: iSOP/Pusk.Aljl2023

No Revisi

Tgl Terbit

UPTD
PUSKESMAS
ATARIJAYA SOP

Halaman :213

H. La Sada

Pengesahan dokumen kebijakan

Pencatatan,distribusi dan penarikan

dokumen kebiiakan

ldentifikasi penyusunan atau

perubahan dokumen kebijakan

Penyusunan dokumen kebijakan

Sosialisasi dokumen kebijakan

Penyimpanan dokumen kebijakan

Penataan dokumen kebijakan

Revisi atau perubahan dokumen kebijakan

+

I

I

6. Bagan alir

7. Unit terkait Tata Usaha

Pokja ADMEN8. Dokumen
terkait
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LATAN,

UNUDDIN DANGGA


